PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 7& TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan

Mengingat

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .




2.

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .




10.

11,

12.

B

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi  Pelaksanaan  Pembangunan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .



Menetapkan :

13.

14.

15.

s

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor
6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2,
3.

Daerah adalah Kota Batam.
Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses untuk menentukan kebijakan masa depan,
melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .




10.

11.

12,

13.

14.

15.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang
memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan
berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan
RPJMN.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
di masa yang akan datang.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu
program.

16. Sub. ..
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16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk
mencapai output dari kegiatan.

17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja
suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran
dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact).

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika merupakan penjabaran RPJMD Tahun
2025-2029.

(2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI PENDAHULUAN

b. BABII GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

c. BABIII TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN
ARAH KEBIJAKAN

d. BABIV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

e. BABV PENUTUP

(3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari
Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2025-2029 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3
Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .




L

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal ) September 2025

Diundangkan di Batam
pada tanggalld September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

e

FIRMA H

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR &45
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INFORMATIKA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI
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Kata pengantar

Rencana Strategis selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Transisi dan paduserasi teknologi digital membutuhkan panduan dan
harmonisasi kebijakan dan , Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Kota Batam berperan penting menyesuaikan laju teknologi yang berkembang
sekaligus menjadi penentu penyampaian informasi publik yang ada di
Pemerintah Kota Batam. Hal ini menjadi tugas yang harus diemban Diskominfo
Kota Batam untuk membangun teknologi yang mumpuni mengikuti
perkembangan terkini, juga memastikan informasi yang disampaikan agar tepat
dan benar mengingat disrupsi arus informasi melalui teknologi digital semakin
dinamis untuk memberikan edukasi dan literasi digital kepada semua
stakeholder terkait juga pihak yang tidak bertanggung jawab menyampaikan
informasi yang tidak benar(hoax).

Fokus Renstra Diskominfo Tahun 2025—2029 diarahkan untuk
mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan pelayanan publik melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan kesesuaian informasi yang transparan.
Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran
strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang
merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan
program dan kegiatan Diskominfo selama 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029.
Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 diharapkan dapat meningkatkan
sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh
unit kerja di lingkungan Diskominfo khususnya, dan pembangunan Kota Batam
pada umumnya.

Dokumen Renstra ini telah melalui proses reviu oleh Inspektorat Kota
Batam, Bappeda Kota Batam untuk memastikan bahwa sistematika
penyusunan Renstra telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang

berlaku.



Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra Diskominfo
Tahun 2025-2029 ini.

Baca Fenomena Kecerdasan Buatan,
Perlindungan Data Kelola Akun Aman,
Renstra Diskominfo Sebagai Panduan,

Hadirkan Pemerintahan Digital Nan Transparan.

Batam, September 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam,

di Panjaitan, S.STP, M.Si
NIP. 19761123 199511 1 002
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra ) merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5
(lima) tahun kedepan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah (PD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Dengan dilantiknya Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam Periode 2025-
2030 pada 20 Februari 2025 maka salah satu tugas kepala daerah sesuai
dengan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang disusun tersebut wajib selaras dan
berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta
Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-
2029 untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Sesuai amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dilakukan secara
simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat
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Daerah Tahun 2025-2029. Rencana strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota
Batam Tahun 2025-2029 menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk
merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, dan target kinerja sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang termuat dalam Rencana

Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Diskominfo Kota Batam merupakan dokumen
perencanaan lima tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Fungsi Dokumen Renstra Diskominfo
adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas
serta sebagai acuan dalam Penilaian Kinerjanya oleh auditor internal maupun
ekternal. Melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam ini
maka kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam
pencapaian prioritas pembangunan daerah, sinergi antar sektor, dan

keberlanjutan pembangunan dapat lebih optimal.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam disusun dengan

tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.



Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat

dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
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Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan

lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Sistem Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan

penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik



Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan
Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka
ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh
termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta
program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan
keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran
dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Renja-KL
disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas
pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
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Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat
indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra
Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kota Batam juga
harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan yang pada
akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah
dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekosentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk

Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang

Komunikasi dan Informatika;



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Keputusan Menteri nomor 900.1-2850 tahun 2025 adalah Keputusan
Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
Regulasi ini mengatur tentang pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah
Daerah;

Peraturan Kepala BPS Satu Data Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;

Peraturan Kepala BPS NSPK Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2037
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 43);
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
Nomor 6) ;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021 -2041. (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 130);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kota batam Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kota batam Tahun 2025 Nomor ....);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Nomor 2024 tentang Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kota Batam.

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman

Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;



1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tahun 2025-2029
dimaksud agar menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Diskominfo sehingga selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Kota
Batam Tahun 2025-2029.
Renstra Diskominfo ini telah disusun sesuai dengan kaidah perumusan
kebijakan perencanaan, serta telah memuat substansi pendahuluan;
gambaran umum pelayanan dinas; permasalahan dan isu-isu strategis;
tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan
kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
penutup.

Tujuan dari Penyusunan Renstra Diskominfo Kota Batam tahun 2025-

2029 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar
perumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, sebagai
dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan
sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;

2. Menerjemahkan sasaran dan program prioritas pembangunan daerah
tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-
2029 ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029
yang disertai dengan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025-
2029;

3. Menetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai dengan
indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD yang merupakan
perencanaan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD
tahunan;

5. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan
lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan
fungsi perangkat daerah;

6. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam S (lima) tahun;

1.4. Sistematika Penulisan
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra

perangkat daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN;
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BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V. PENUTUP.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mencakup
berbagai aspek, mulai dari tugas pokok dan fungsi hingga evaluasi kinerjanya.
Sebagai instansi pemerintah yang berfokus pada teknologi dan informasi,
pelayanan Diskominfo sangat vital dalam mendukung tata kelola pemerintahan

yang baik dan transparan

Hasil pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapt kita

lihat dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut :

1. menerima penghargaan Anugerah Media Center 2024 terbaik kontribusi
berita dari Kementerian Kominfo RI. Media Center Kota Batam meraih

penghargaan nasional dengan meraih peringkat ke-3 dalam kategori berita

dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI pada

tahun 2020.

II-1


https://www.google.com/search?q=Anugerah+Media+Center+2024+terbaik+kontribusi+berita&sca_esv=3cba3ff7c6207a53&biw=1920&bih=919&sxsrf=AE3TifN1pIHu1LyOhVGcMXE8jngPs5sC3Q%3A1758538368658&ei=gCrRaLz4J66NseMP0qzm6Q8&ved=2ahUKEwiTsbf1muyPAxXyT2wGHT1mHgMQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=penhghargaan+diskominfo+batam&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHXBlbmhnaGFyZ2FhbiBkaXNrb21pbmZvIGJhdGFtMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKSOdJUABYkkdwAXgBkAEBmAF-oAHvD6oBBDI4LjK4AQPIAQD4AQGYAh6gArMQwgIKECMYgAQYJxiKBcICEBAjGPAFGIAEGCcYyQIYigXCAgcQIxgnGMkCwgIKEAAYgAQYQxiKBcICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIQEAAYgAQYsQMYQxiDARiKBcICFhAuGIAEGLEDGNEDGEMYgwEYxwEYigXCAgQQIxgnwgIKEC4YgAQYQxiKBcICCBAAGIAEGLEDwgIHECMYsQIYJ8ICBxAAGIAEGArCAgoQABiABBixAxgKwgIKEAAYgAQYyQMYCsICDRAAGIAEGLEDGIMBGArCAgsQABiABBiSAxiKBcICBxAjGLACGCfCAgoQABiABBixAxgNwgIKEAAYgAQYyQMYDcICDRAAGIAEGLEDGIMBGA3CAgcQABiABBgNwgIGEAAYAxgNwgIGEAAYFhgewgIEECEYFZgDAJIHBDI4LjKgB-TRAbIHBDI3LjK4B6cQwgcIMC44LjE3LjXIB54B&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBb_kng1j4A1j8Btra8_Mb0eXy820ovgglKU6c28Z2_Ze642N6liIKc313R4P6cXUFuwU3xOS4CwrajPQ-Sl7pcljYArr4K_r8W21iYPA4ScJi7JYLh318phpW3L44ONN2x8v1Sk1F0o0uEdevMwB0872PWqeLV9NISB4wo3JnKIUebeFFmxHBFYXPAmOOJiNn2ephGe77hCoxxQMt0P8kDdXONWu0_Cpndj1kwhQOl7WZ04GJNpS9J3qvhtGKwa0YDI0qJDT2vtK55d7fXP7K6&csui=3
https://www.google.com/search?q=Anugerah+Media+Center+2024+terbaik+kontribusi+berita&sca_esv=3cba3ff7c6207a53&biw=1920&bih=919&sxsrf=AE3TifN1pIHu1LyOhVGcMXE8jngPs5sC3Q%3A1758538368658&ei=gCrRaLz4J66NseMP0qzm6Q8&ved=2ahUKEwiTsbf1muyPAxXyT2wGHT1mHgMQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=penhghargaan+diskominfo+batam&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHXBlbmhnaGFyZ2FhbiBkaXNrb21pbmZvIGJhdGFtMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKSOdJUABYkkdwAXgBkAEBmAF-oAHvD6oBBDI4LjK4AQPIAQD4AQGYAh6gArMQwgIKECMYgAQYJxiKBcICEBAjGPAFGIAEGCcYyQIYigXCAgcQIxgnGMkCwgIKEAAYgAQYQxiKBcICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIQEAAYgAQYsQMYQxiDARiKBcICFhAuGIAEGLEDGNEDGEMYgwEYxwEYigXCAgQQIxgnwgIKEC4YgAQYQxiKBcICCBAAGIAEGLEDwgIHECMYsQIYJ8ICBxAAGIAEGArCAgoQABiABBixAxgKwgIKEAAYgAQYyQMYCsICDRAAGIAEGLEDGIMBGArCAgsQABiABBiSAxiKBcICBxAjGLACGCfCAgoQABiABBixAxgNwgIKEAAYgAQYyQMYDcICDRAAGIAEGLEDGIMBGA3CAgcQABiABBgNwgIGEAAYAxgNwgIGEAAYFhgewgIEECEYFZgDAJIHBDI4LjKgB-TRAbIHBDI3LjK4B6cQwgcIMC44LjE3LjXIB54B&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBb_kng1j4A1j8Btra8_Mb0eXy820ovgglKU6c28Z2_Ze642N6liIKc313R4P6cXUFuwU3xOS4CwrajPQ-Sl7pcljYArr4K_r8W21iYPA4ScJi7JYLh318phpW3L44ONN2x8v1Sk1F0o0uEdevMwB0872PWqeLV9NISB4wo3JnKIUebeFFmxHBFYXPAmOOJiNn2ephGe77hCoxxQMt0P8kDdXONWu0_Cpndj1kwhQOl7WZ04GJNpS9J3qvhtGKwa0YDI0qJDT2vtK55d7fXP7K6&csui=3

MENTERI PENDAY " UNAAN APARATUR NEGARA *
DAN RE ORMAS| BIROKRASI ‘
|

Viemberikan:

.(/,)/((1(/(//1/ Y. ',:/_(///(//('y(um | |
pada ‘ |
| H i

e |
30 Peserta Terbaik Kategori Instansi Pemerintah (IP) Umum
Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ke-4

Jakarta, 16 Juni 2022

MENTERI
AYAGUNAAN APARATUR NECARA

Media Center Batam meraih Juara Il dalam penghargaan kategori berita

daerah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
pada tahun 2021.

udlnf()l’uhilik' & INDONESIA.GO.ID

KOMINFO

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

sebagai ‘

MEDIA CENTER KABUPATEN/KOTA TERAKTIF BERKONTRIBUSI |
KATEGORI BERITA |
PERINGKAT 111

Jakarta, Desember 2021 ‘l
ﬂh | g —

LISMAN KANSONG
Direktuf Senderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Kemunikasi dan Informatika
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Pemerintah  Kota (Pemko) Batam kembali menoreh  prestasi
membanggakan. Kali ini menjadi salah satu dari 30 peserta terbaik Kategori
Instansi Pemerintah Umum pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik ke-4 di tahun 2022.

& >
ol BerAKHLAK
520 =

BN
PENGANUGERAHAN
o N

PENGANUGERAHAN

Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik Se-Provinsi Kepulauan Rj
— Tahun2022 o Riau

28 NOVEMBER 2022

3 Dinas Kominfo Batam € DiskominfoKotaBatam ¢ [}) W (@) diskominfobatam

¥ WO IR S SRR

menerima penghargaan sebagai Kota Informatif dan penghargaan atas
penyelesaian dokumen masterplan Kota Cerdas (Smart City) pada tahun
2022. Penghargaan ini menjadikan Batam sebagai satu-satunya kota di

Kepri.

DISKOMINFO
BATAM qﬁgo BerAKHLAI
EMINAR DAN PAMER AN oep

GERAKAN MENUJU )
KOTA CERDAS
SMART CITY 202

Penyerahan awarding ini merupakan bagian dari kegiatan Pameran dan
Seminar Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022 dengan
Tema “Recover Together, Recover Stronger’, untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang kolaboratif, inklusif dan
berkelanjutan.

3 Dinas Kominfo Batam ) DiskominfoKotaBatam ¢ [}} W [@) diskominfobatam
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https://www.google.com/search?q=masterplan+Kota+Cerdas+%28Smart+City%29&sca_esv=3cba3ff7c6207a53&sxsrf=AE3TifONkdYWdzvoFaU_DcWAj8r9BnsWJw%3A1758539208852&ei=yC3RaLrnM8qcseMP6ruIOQ&ved=2ahUKEwiYzfWoneyPAxWoS2wGHZzxCsQQgK4QegQIARAD&uact=5&oq=penghargaan+dinas+komunikasi+dan+infromatika+kota+batam+2022&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiPHBlbmdoYXJnYWFuIGRpbmFzIGtvbXVuaWthc2kgZGFuIGluZnJvbWF0aWthIGtvdGEgYmF0YW0gMjAyMjIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIESNwOUMQHWKALcAF4AJABAJgBlAGgAYgCqgEDMC4yuAEDyAEA-AEBmAIDoAKcAsICCBAAGLADGO8FwgILEAAYgAQYsAMYogTCAgcQIxiwAhgnmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgWSBwMxLjKgB4wPsgcDMC4yuAeWAsIHBTItMi4xyAcQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBMLadfMHa0FGSrFvjZeXhiJLSWMIL6vfIQHsUokzV7FvOxyYHosamT_nY28jAnSwE54j4cB2d1dL_4xyllIpbGoC1W-CJ2pBC23fLEJUfRBDHECQOWoBn55f4ZLpph6QvqbKlOCsZ0Cq964OlhhhDoM5F9FCUk0CQGzHjHzTV_6JdrrT7dl7Tp6UJGOhEPSzUe_m5lhimZQWwMhsUGnIeGdri5_VrSsXzjh7_d6_7KRh0fqdcd41Dw2H7Jcq3jVs7lD6yi2npuZVZUDKpSRWVG&csui=3

menerima penghargaan sebagai "Kota Informatif' dalam ajang

pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik oleh InfoPublik pada
tahun 2022.

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022
Diberikan Kepada :

PEMERINTAH KOTA (PEMKO) BATAM

Sebagai Badan Publik INFORMATIF
Kategori Pemerintah Kabupaten Kota

Tu\lunwlung. 28 November 2022
Provinsi

meraih penghargaan sebagai mitra komunikasi publik terbaik dalam
Anugerah Media Center (AMC) 2024 atas kontribusinya dalam

pemberitaan.

{MEDIA CENTER

A'N>U(IEZ‘ERAH MEDIA CENTERY 202&
KOTA BATAM TERBAIK
KONTRIBUSI KO%TEN BERITA

/" Ini prestasi yang kesekian
kalinya, untuk tahun ini
Batam terbaik Il se-Indonesia
kategori Kota Terbaik
Kontribusi Konten Berita

RUDI PANJAITAN
'KEPALA DINAS KOMUNIKAS! DAN
=== m —

PERINGKAT 111
—

Media Center Pemaerintah Kota Batam @ nhttps:/ /mediocenter.batam.go.kd/ Q MmcBatam (& mediacenterpemkobatom
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https://www.google.com/search?q=Kota+Informatif&sca_esv=3cba3ff7c6207a53&sxsrf=AE3TifMbzPGSSKZGsIcwTZ0kejEJNugDEw%3A1758539279796&ei=Dy7RaJWpMK2eseMPqtLC2Qw&ved=2ahUKEwjB3bPpneyPAxUcd2wGHe1jBFwQgK4QegQIARAD&uact=5&oq=penghargaan+dinas+komunikasi+dan+infromatika+kota+batam+2023&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiPHBlbmdoYXJnYWFuIGRpbmFzIGtvbXVuaWthc2kgZGFuIGluZnJvbWF0aWthIGtvdGEgYmF0YW0gMjAyMzIFECEYnwVImgtQ0wVYuwhwAXgAkAEAmAFyoAGkAaoBAzEuMbgBA8gBAPgBAZgCA6ACsQHCAggQABiwAxjvBcICCxAAGIAEGLADGKIEwgIHECMYsAIYJ8ICBRAAGO8FwgIIEAAYgAQYogSYAwDiAwUSATEgQIgGAZAGBZIHAzIuMaAHiRCyBwMxLjG4B6sBwgcFMS4wLjLIBwg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAOTTSCICTmQeircXuga3Lz_r4xXhqoU2D8SyRBgFaX7Ve5k76e02_RgLLCm-FLusrACwJtewtpBX8N2r6MxBjC_YmGo4QaJsTISeASNb4t-P448FuZBIjF_ivW3wYTW6X7QyN1yZIa1OqqCiwrMbI2Y3wCx8tm09YBvkJGagG0OL3282pRQNqdSY35BJ1PwIPL-E6V3CRYVLDyVwYSssNW5qJClc_hly9OvGLoJ-EfWOMN-8-T8ICWOj4PWZWE4sHm-BBAJiKpdLUAwP3eu3Wk&csui=3
https://infopublik.id/kategori/nusantara/689516/batam-dinobatkan-sebagai-kota-infromatif-rudi-teruslah-memberikan-pelayanan-terbaik-ke-masyarakat
https://www.google.com/search?q=mitra+komunikasi+publik+terbaik+dalam+Anugerah+Media+Center+%28AMC%29+2024&sca_esv=3cba3ff7c6207a53&sxsrf=AE3TifPjExmpmNErDyCCJlJRkCVc0ruVTg%3A1758539414975&ei=li7RaJOMO667seMP0KTA-QM&ved=2ahUKEwjMh_SOnuyPAxVSUGwGHbC7NvkQgK4QegQIARAD&uact=5&oq=penghargaan+dinas+komunikasi+dan+infromatika+kota+batam+2024&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiPHBlbmdoYXJnYWFuIGRpbmFzIGtvbXVuaWthc2kgZGFuIGluZnJvbWF0aWthIGtvdGEgYmF0YW0gMjAyNDIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FSPQVUI4IWIkLcAF4AJABAJgBhgGgAboBqgEDMS4xuAEDyAEA-AEBmAIDoALMAcICCBAAGLADGO8FwgILEAAYgAQYsAMYogTCAgcQIxiwAhgnmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgWSBwMyLjGgB7URsgcDMS4xuAfJAcIHBzAuMS4xLjHIBw8&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBohbgiWYL-RMMFBgMJx8EWz62WDiUKzQXRlckctMGZ9QHadVmeh7LKzxIeHA3U72Hkg63L6_PqoketxHmup9GzVtDvsb8eJqOdGMHZqx9TCfrcvL7s-xXwQJgU8cl9OI4Ua2F8nypWiS0BU-roXGerOR0sdli1FM8ql5HIbitKnmuVuxDFfqsN6fSr7hSYqhcTXp423JuHtRlk0EUo3q9uiUFNmBnVgYNpPW0tF58xS3UTrDWZeiRAmi-cSeb_QLsh5eqpwsRVTfX0a3bqqx95&csui=3
https://www.google.com/search?q=mitra+komunikasi+publik+terbaik+dalam+Anugerah+Media+Center+%28AMC%29+2024&sca_esv=3cba3ff7c6207a53&sxsrf=AE3TifPjExmpmNErDyCCJlJRkCVc0ruVTg%3A1758539414975&ei=li7RaJOMO667seMP0KTA-QM&ved=2ahUKEwjMh_SOnuyPAxVSUGwGHbC7NvkQgK4QegQIARAD&uact=5&oq=penghargaan+dinas+komunikasi+dan+infromatika+kota+batam+2024&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiPHBlbmdoYXJnYWFuIGRpbmFzIGtvbXVuaWthc2kgZGFuIGluZnJvbWF0aWthIGtvdGEgYmF0YW0gMjAyNDIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FSPQVUI4IWIkLcAF4AJABAJgBhgGgAboBqgEDMS4xuAEDyAEA-AEBmAIDoALMAcICCBAAGLADGO8FwgILEAAYgAQYsAMYogTCAgcQIxiwAhgnmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgWSBwMyLjGgB7URsgcDMS4xuAfJAcIHBzAuMS4xLjHIBw8&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBohbgiWYL-RMMFBgMJx8EWz62WDiUKzQXRlckctMGZ9QHadVmeh7LKzxIeHA3U72Hkg63L6_PqoketxHmup9GzVtDvsb8eJqOdGMHZqx9TCfrcvL7s-xXwQJgU8cl9OI4Ua2F8nypWiS0BU-roXGerOR0sdli1FM8ql5HIbitKnmuVuxDFfqsN6fSr7hSYqhcTXp423JuHtRlk0EUo3q9uiUFNmBnVgYNpPW0tF58xS3UTrDWZeiRAmi-cSeb_QLsh5eqpwsRVTfX0a3bqqx95&csui=3

7. Mendapatkan nilai indeks SPBE terbaik se Provinsi Kepulauan Riau pada
tahun 2023 dan 2024.
Mendapatkan penilaian smart city dengan kategori Hijau.
Mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik dengan kategori cukup.
2,4 pada tahun 2024

10. Mendapatkan penghargaan Ombudsman kepatuhan penyelenggaraan

pelayanan publik terbaik.
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam  menetapkan  kebijakan dan  melaksanakan  kegiatan
pemerintahan, diperlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat,
mudah dan akurat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan
manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung
jaringan informasi dan komunikasi yang mencangkup semua perangkat daerah
yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Batam. Hal ini
sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan dasar hukum

terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
Tahun 2025-2029 terlihat pada analisis indikator capaian kinerja pelayanan,
khususnya terkait dengan peran, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam,
segala sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
sebelumnya; mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan

perlu Langkah-langkah lanjutan dalam Renstra periode ini.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
adalah berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Tahun 2024 tentang
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, selain itu telah disesuaikan
juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional,
3. Bidang Komunikasi dan Kehumasan;
4. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian;
5. Bidang Penyelenggaraan e-Government;
6. Bidang Manajemen Data dan Statistik; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

sebagaimana tergambar dibawah ini;
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Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam No. 37 Tahun 2024 tentang

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
l
| ! |
SUB BAGIAN UMUM DAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL

BIDANG KOMUNIKASI DAN
KEHUMASAN

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
PUBLIK , INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG MANAJEMEN DATA DAN
STATISTIK

BIDANG PENYELENGGARAAN E-
GOVERNMENT

KELOMPOK JABAFAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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Dengan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

Tugas Pokok:

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina,

mengendalikan,  mengoordinasikan dan  mempertanggungjawabkan

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika
sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Kehumasan,
Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian,
Bidang Penyelenggaraan e-Government, dan Bidang Manajemen Data
dan Statistik;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Kehumasan,
Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian,
Bidang Penyelenggaraan e-Government, dan Bidang Manajemen Data
dan Statistik;

c. Pembinaan dan pelaksanaan di perumusan kebijakan teknis di Bidang
Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Komunikasi dan Kehumasan,
Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian,
Bidang Penyelenggaraan e-Government, dan Bidang Manajemen Data
dan Statistik; dan

d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Uraian Tugas:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

a. Menetapkan program dan rencana kerja Dinas sesuai dengan kebijakan
umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan
program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada dinas yang
meliputi Sekretariat, Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang
Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian, Bidang
Penyelenggaraan e-Government, dan Bidang Manajemen Data dan

Statistik dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional,;

11-8



Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan
lancar;

Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward
and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan
sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
diperoleh hasil yang maksimal;

Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana
Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Melaporkan akuntabilitas kinerja dinas dan menetapkan Laporan
Kinerja Daerah meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

Menyelenggarakan program  Reformasi Birokrasi dan  Sistem
Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan dinas;

Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar
Pelayanan pada urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
dalam lingkup dinas;

Menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa
Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;

Menyelenggarakan monitoring  dan pembinaan pelaksanaan
penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dinas;

. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk
hukum lingkup dinas;

Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana
penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada para kepala bidang;
Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan

Dinas;
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p. Menetapkan Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus
Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;

q.- Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Pusat;

r. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan
Kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan
Persandian, Bidang Penyelenggaraan e-Government, dan Bidang
Manajemen Data dan Statistik sebagai bahan pertanggungjawaban
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah,;

s. Menyelenggaraan pelaksanaan Smart City dan SPBE di lingkup Dinas;

t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di
lingkungan dinas; dan

u. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

Bidang Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin,
membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-
tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi
pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan
program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta
pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

1) Sekretaris

Fungsi:

a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana
kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di
lingkungan dinas;

b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan
dinas;

c. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan dinas;

d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan,
keamanan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah, serta

urusan dokumentasi dan informasi;
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Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, serta evaluasi
kinerja ASN;

Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
dan

Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

kesekretariatan.

Uraian Tugas:

a.

Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan
berdasarkan kebijakan operasional dinas sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan
dinas;

menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan
kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan,
kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai dinas;

Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana
kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan
keuangan dan aset dinas;

Menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan
pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan,
surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan
hubungan masyarakat;

Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi
bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan dinas yang
meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja dinas lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan,;

Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi
bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan dinas yang
meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan;
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Mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Dinas;
Mengoordinasikan  pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan
kematangan perangkat daerah di lingkup Dinas;

Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi / internalisasi budaya
kerja di lingkup Dinas;

Mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan
Kompetisi Inovai Pelayanan Publik Lingkup Dinas;

. Mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja,
SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di Lingkup
Dinas;

Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM,
Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja pada lingkup sekretariat
Dinas;

Menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai
petunjuk dari pimpinan;

Mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta
pembukuan untuk pendapatan yang dibantu oleh bendahara

penerima;

Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penelitian
kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat
permintaan pembayaran ganti uang, surat permintaan pembayaran
tambahan uang, dan surat permintaan pembayaran langsung sesuai

dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;

Mengoordinasikan penyiapan bahan usulan bendahara pengeluaran,
bendahara penerimaan, pemegang barang, penatausahaan
keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pembantu bendahara
pengeluaran, sekretaris kegiatan sesuai dngan pedoman pengelolaan

keuangan daerah di lingkungan Dinas;

Mengoordinasikan pelaksanaan analisis dibidang keuangan pusat

dan daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sistem SDM Aparatur
melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan,
asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks
kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional

mutakhir;
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u. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis,
pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan

penyajian arsip menjadi informasi lingkup Dinas;

v. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan yang terdiri dari
menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun
rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan
sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan;
w. melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer;

x. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pengadaan
barang/jasa  pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa
pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan  barang/jasa
pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah

secara swakelola;

y. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah

dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah Dinas;
z. menyelenggarakan pembinaan JabatanStruktural dan Fungsional;

4. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan

kesekretariatan;

a. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Pusat;

0. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

dan

aa. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-
masing.

b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan
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dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada

masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian.

Uraian Tugas:

a.

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidangumum dan
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan
administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok
dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien;

mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di
Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata
naskah di lingkungan pekerjaannya;

melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat di
lingkungan Dinas;

melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban
dan kebersihan kantor.

Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan
lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya;
melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;

melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan
administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan,
pengolahan, penyimpanandan pemeliharaan serta dokumentasi
data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai,
kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi
Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan

Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian
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dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi
pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas
serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan
Dinas;

Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang
meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan
dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;

Melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian
prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut
Kepangkatan (DUK);

melaksanakan Program Reformasi Birokrasi lingkup Dinas;
melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat
daerah di lingkup Dinas;

melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkup
Dinas;

menyusun Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup sub bagian umum dan kepegawaian,;

mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah
untuk ditandatangani pimpinan;

membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi
umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat;

. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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3. Bidang Komunikasi dan Kehumasan

Bidang Komunikasi dan Kehumasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

lingkup Bidang Komunikasi dan Kehumasan.

1) Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan

Fungsi :

a.

Penyusunan rencana dan program lingkup Komunikasi dan
Kehumasan.

Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Komunikasi dan
Kehumasan.

Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
pemerintahan daerah lingkup Komunikasi dan Kehumasan; dan
Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Komunikasi dan Kehumasan.

Uraian Tugas :

a.

merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang
komunikasi dan kehumasan yang berbasis kinerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan
umum dan teknis di bidang komunikasi dan kehumasan;
merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang komunikasi dan
kehumasan;

menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik;

melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas
komunikasi Pemerintah Daerah;

pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
pengelolaan media komunikasi publik;”tambahan”

layanan hubungan media;

manajemen komunikasi krisis di kabupaten/kota;

penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
mengoordinasikan pelaksanaan peliputan kegiatan pemerintah
daerah untuk kepentingan pemberitaan;

mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan bahan-bahan

komunikasi bagi Pimpinan Daerah (briefing notes, press release,
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aa.

backgrounders) *dihapus* dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
pers atau jumpa pers;

mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan bahan-bahan
pemberitaan dari Perangkat Daerah dan Program Pemerintah Daerah
lainnya untuk kepentingan ekspos;

mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan(dihapus)media
komunikasi publik milik pemerintahdaerah/media internal dan
media centre;

mengoordinasikan penyelenggaraan layanan perencanaan
komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan konten dan
perencanaan Media Komunikasi Publik meliputi penyusunan strategi
komunikasi publik dan pengemasan konten;

mengoordinasikan pengemasan ulang konten nasional menjadi
konten lokal;

mengoordinasikan pembuatan konten lokal;

mengoordinasikan penghimpunan dan inventarisasi informasi untuk
dipublikasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan
program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
mengoordinasikan penyiaran bahan-bahan pemberitaan dari
Perangkat Daerah melalui media cetak dan elektronik;
menoordinasikan pencetakan/penerbitan media dan/atau
memutakhirkan isi media milik Pemerintah Daerah yang menjadi
kewenangan Dinas;

mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi kebijakan dan informasi
melalui majalah, radio, televisi, media daring, pertunjukan rakyat,
pemutaran film, sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya, bulletin,
leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho kepada masyarakat;
mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan kalangan pers
baik media cetak maupun elektronik dalam rangka publikasi kegiatan
Pemerintah Daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan analisa terhadap berbagai publikasi
yang termuat dalam media cetak dan elektronik;

mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penetapan agenda
prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan dan penyebarluasan
dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah baik dalam bentuk photo,

video, majalah, jurnal dan bahan cetak lainnya;
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(2)

(3)

bb. mengoordinasikan penyusunan dan pembuatan serta
pendokumentasian profil Daerah secara berkala;

cc. mengoordinasikan penyusunan dan pendokumentasian profil
kegiatan Pemerintah Daerah secara periodik;

dd. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan
kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan
kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi
kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan
kehumasan;

ee. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis
komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi
informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi
dan multimedia; “hapus”

ff. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis,
pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan
penyajian arsip menjadi informasi;

gg. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani
pimpinan;

hh.menyusun Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang
komunikasi dan kehumasan;

ii. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat;

jj.- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegiatan di bidang komunikasi dan kehumasan; dan

kk. mengkoordinasikan penyelenggaraan UPT media center Pemerintah
diusulkan

lI. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang dibantu oleh

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang

lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

11-18



(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan

rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing

pengelompokan uraian fungsi.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian

Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik,

Informatika, dan Persandian.

1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan

Persandian

Fungsi :

a.

penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta
evaluasi operasional, pembinaan, dan pengembangan pada Bidang
Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta
evaluasi operasional, pembinaan, dan pengembangan pada Bidang
Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi
operasional, pembinaan, dan pengembangan pada Bidang
Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian; dan
pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pada

Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika dan Persandian.

Uraian Tugas :

a.

merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang
Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian
yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan
umum dan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi Publik,
Informatika, dan Persandian;

merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengelolaan

Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
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menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar
program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis,
pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan,
dan penyajian arsip menjadi informasi;;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi
berbasis komputer;

mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani
pimpinan;

menyusun Peta Proses Bisnis, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan
Analisa Beban Kerja di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi
Publik, Informatika, dan Persandian;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi Publik,
Informatika, dan Persandian;

mengoordinasikan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya
Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan
Sistem Informasi Publik;

mengoordinasikan dan melakukan pembinaan, fasilitasi produk
hukum, penatakelolaan telekomunikasi, dan penyiaran bersama
lembaga penyiaran dan komisi penyiaran Indonesia di tingkat
daerah;;

mengoordinasikan diseminasi informasi melalui laman dan media
sosial perangkat daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan pemangku
kepentingan antara lain kelompok informasi masyarakat,
kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif,
dan kelompok strategis;

mengoordinasikan pendapat umum; pelaksanaan pengumpulan;
mengoordinasikan pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, dan
penganalisaan data, serta penyajian data hasil kegiatan urusan
pengelolaan aspirasi dan kemitraan seperti Pemerintah Kota Batam

News Network;
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aa.

bb.

CcC.

dd.

bb.

CC.

mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
penyusunan pelaporan tugas dan kegiatan urusan pengelolaan
aspirasi dan kemitraan;

mengoordinasikan kegiatan pelayanan dan pengolahan pengaduan
masyarakat;

mengoordinasikan kegiatan pemantauan aduan masyarakat;;
mengoordinasikan pelaksanaan permintaan informasi masyarakat
sesuai dengan kaidah keterbukaan informasi publik;
mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dari Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
mengoordinasikan kegiatan verifikasi bahan informasi publik
mengoordinasikan penyediaan dan pemberian layanan konsultasi
dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi
publik Satuan Kerja Perangkat Daerah;

mengoordinasikan kegiatan inventarisasi informasi publik;
klasifikasi dan

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang
Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian;
memantau evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Informasi
Publik, Informatika, dan Persandian;

mengoordinasikan pelaksanaan Pelayanan Nomor Tunggal
Panggilan Darurat 112 dan pengelolaan hasil pemantauan Nomor
Tunggal Panggilan Darurat 112;

mengoordinasikan  pelaksanaan  Pelayanan  Closed-Circuit
Television dan pengelolaan hasil pemantauan Closed-Circuit
Television;

mengoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi berklasifikasi
melalui pengklasifikasian pengamanan informasi milik Pemerintah
Daerah; dan;

mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya
manusia sandi;

mengoordinasikan peningkatan kesadaran pengamanan informasi
di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan,
pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop,
dan/atau seminar;

mengoordinasikan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi,

asistensi, bimbingan teknis, workshop, dan/atau seminar;
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dd. mengoordinasikan pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan
pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian

hh. mengoordinasikan pemeliharaan dan perbaikan terhadap
perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian, dan
jaring komunikasi sandi;

ii. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan perangkat
lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi
antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;

jj- mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan perangkat
keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi
antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;

kk. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan unsur
pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

1. mengoordinasikan perancangan pola hubungan komunikasi sandi
antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;

mm.mengoordinasikan pengamanan terhadap
kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital /kritis melalui
kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian
lainnya;

nn. mengoordinasikan pemulihan data atau sistem jika terjadi
gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

oo. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan perangkat sandi, penerapan, dan pengoperasian
perangkat sandi, serta pemeliharaan perangkat sandi;

pp. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan informasi meliputi
perencanaan, pelayanan informasi, hubungan eksternal dan
internal, dan pengembangan pelayanan informasi;

qq. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sistem Manajemen
Keamanan Informasi

rr. mengoordinasikan pelaksanaan persyaratan penguasaan ilmu
pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang keamanan
informasi, keamanan siber, serta persandian; dan

ss. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

(2) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang dibantu oleh

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(3)

(4)

5.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi.

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Bidang Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Dinas lingkup Bidang Penyelenggaraan E-Government.

1) Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup Penyelenggaraan E-
Government.

b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penyelenggaraan E-
Government.

c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
pemerintahan daerah lingkup Penyelenggaraan E-Government; dan

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Penyelenggaraan E-Government.

Uraian Tugas :

a. merumuskan rencana program Kkerja dan kegiatan di bidang
Penyelenggaraan E-Government yang berbasis kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan
umum dan teknis di bidang Penyelenggaraan E-Government;

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang
Penyelenggaraan E-Government;

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan
Domain dan Subdomain di lingkup Pemerintah Daerah;

f. mengkoordinasikan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Pemerintah Daerah;
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memberikan konsultasi teknis dan rekomendasi teknis atas
keterpaduan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
menyiapkan bahan dan data yang dibutuhkan untuk penyusunan
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;

mengajukan usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
menyelenggarakan Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali
Pemerintah Daerah dan terhubung dengan Pusat Data Nasional,;
menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan
Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;

mengoordinasikan integrasi jaringan intra antar Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Pusat

. penyediaan, pengelolaan dan pengamanan akses internet untuk
SPBE;

mengkoordinasikan penggunaan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah;

mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan Aplikasi
Khusus SPBE;

mengkoordinasikan penyelenggaraan Audit Infrastruktur SPBE dan
Audit Aplikasi Khusus

mengkoordinasikan Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah
Daerah;

mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen SPBE;
mengoordinasikan Penyelenggaraan Kota Cerdas;
mengkoordinasikan fasilitasi keterhubungan data dan/atau
informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan
non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; “tambahan”

mengoordinasikan  pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis,
pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan
penyajian arsip menjad

i informasi lingkup Dinas;

. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis
komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi
informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi

dan multimedia;
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(2)

(3)

(4)

6.

x. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani
pimpinan;

y. menyusun Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang
Penyelenggaraan E-Government;

z. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat;

aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegiatan di bidang Penyelenggaraan E-Government; dan

bb. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang dibantu

oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang

lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan

rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi.

Bidang Manajemen Data dan Statistik

Bidang Manajemen Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

lingkup Bidang Manajemen Data dan Statistik.

1) Kepala Bidang Manajemen Data dan Statistik

Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup Manajemen Data dan
Statistik.

b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Manajemen Data

dan Statistik.

11-25



Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
pemerintahan daerah lingkup Manajemen Data dan Statistik; dan
Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Manajemen Data dan Statistik.

Uraian Tugas :

a.

merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang
Manajemen Data dan Statistik yang berbasis kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan
umum dan teknis di bidang Manajemen Data dan Statistik;
merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Manajemen
Data dan Statistik Sektoral;

mengoordinasikan  pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis,
pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan
penyajian arsip menjadi informasi;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tata kelola data berbasis
teknologi informasi;

mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani
pimpinan;

menyusun peta proses bisnis, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan
Analisa Beban Kerja di lingkup bidang Manajemen Data dan Statistik
Sektoral;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Pusat;

mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan di bidang Manajemen Data
dan Statistik;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegiatan di bidang Manajemen Data dan Statistik Sektoral;
menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

mengoordinasikan Layanan Manajemen Data Informasi e-
Government serta fungsi Integrasi Layanan Publik dan
Kepemerintahan;

mengoordinasikan layanan pengelolaan data elektronik

pemerintahan dan non pemerintahan;
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n. merumuskan kerja sama antar Lembaga untuk pengembangan
statistik sektoral daerah seperti penyusunan indikator makro,
pelaksanaan survei, dan kompilasi produk administrasi;

o. mengoordinasikan penyelenggaraan Indonesia tingkat daerah;

p. mengoordinasikan pembinaan bekerjasama dengan pembina data;
data statistik

q. mengoordinasikan pelaksanaan tugas walidata di tingkat Daerah;

r. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral
di tingkat Daerah;

s. mengoordinasikan pelaksanaan pengolahan, analisis, evaluasi dan
pelaporan statistik sektoral di tingkat Daerah sebagai penunjang
perencanaan, pelaporan, dan pengendalian pembangunan Daerah;

t. mengoordinasikan penyusunan pengintegrasian pengolahan data,
pengolahan jaringan dan rujukan layanan statistik sektoral;

u. mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi, publikasi data dan
informasi statistik sektoral; dan

v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan (4), Kepala Bidang dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian

fungsi.
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2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam (Diskominfo), didukung oleh Aparatur

Sipil Negara sebagaimana uraian dibawah ini;

Tabel 1. Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur

Unit Kerja

Usia (Tahun)

26-30

31-35

36-40

41-45 46-50

>50

Jumla

—

Sekretariat

5

2 4

13

Bidang PE

8

28

Bidang Statistik

1

Bidang PIPP

20

S Il B B

Bidang Humas

3
2 2
5
5

25

TOTAL

18

15

19

13 11

94

PNS

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Unit Kerja

Golongan

Jumlah

Sekretariat

Bidang PE

Bidang Statistik

Bidang PIPP

SR Rl R B

Bidang Humas

al N eSS

i Co [ U1 00| \©O

TOTAL

O OO |OC|O|O|m™

©C |Oo|lOC|O|O|O

A | O~ |—=|—=[N

PPPK

Unit Kerja

Golo

ngan

Jumlah

VII

Sekretariat

Bidang PE

20

Bidang Statistik

Bidang PIPP

12

R Rl e

Bidang Humas

—|o|o|lo|lo|4

20

TOTAL

©

W[ O~ |O|R|+

59

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Unit Kerja

Golongan

DIPLOM
A

D4 s1

Jumlah

Sekretariat

13

Bidang PE

24

28

Bidang Statistik

Bidang PIPP

20

S R e

Bidang Humas

= |l |O|O| O

Ol |O|N| W

24

25

TOTAL

©

o

N | O|~|O|~]|O

67

94
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Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No. Jabatan Jumlah Keterangan
1. Esselon II 1 Kepala Dinas
2. Esselon III 5 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang
3. Esselon IV 1 Kasubag Umum dan Kepegawaian
13 Jabatan Fungsional Ahli Muda yang
4. Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) 73 disetarakan, 1 Fungsional Pertama Murni dan
59 dari Pengangkatan PPPK
S. Pelaksana (staf) 14 Pelaksana yang terdiri dari PNS
TOTAL 94

Berdasarkan tabel diatas, jumlah SDM aparatur dalam kaitannya

dengan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam secara umum sudah mencukupi dan memadai.

Upaya peningkatan kemampuan, kompetensi dan kualitas SDM

terutama yang berkaitan dengan bidang teknis sangat diperlukan demi

menunjang kinerja Dinas kedepannya.

C. Aset atau Modal.

Tabel 5. Sumber Daya Perangkat Daerah terkait Kebutuhan Barang Milik Daerah

Kondisi Keterangan
No. Jenis Aset/Modal el Rusak Rusak Rusak
Barang Baik Ringa usa usa
n Sedang Berat
1 Ef;lpd:gaan Roda 7 3 } } 3 )
2. Kendaraan Roda Dua - - - -
3. Ruang Rapat 2 2 - - - -
4. Komputer 47 47 - - - -
S. Printer 21 21
6. Notebook 14 14
7. Meja Kerja 45 45
8. Kursi Kerja 41 41
9. Meja Rapat 3 3
10. | Kursi Rapat 27 23
11. | Almari 35 34 1
12. | AC 22 22
13. | Access Point 29 29
14. | Switch 65 65
15. | UPS 4 4
16. | Server 10 10
17. | Tiang CCTV 20 20
18. | CCTV 58 58
19. | Alat Pemotong Kertas - -
20. | Brankas 1 1
21 th?rf (I;t:gT;\)/e/rS;?:rli « 2 2
22. | Kamera 20 20
23. | LCD Projector 2 1 1
24. | White Board 1 1
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Berdasarkan tabel diatas, secara umum terdapat kesesuaian antara
jumlah barang dan kondisi barang. Namun pada beberapa jenis aset terdapat
perubahan kondisi yaitu Aset kendaraan roda empat dari 7 (tujuh) aset
kendaraan yang ada sebanyak 3 (tiga) kendaraan tercatat rusak berat,
kemudian dari 35 (tiga puluh lima) aset lemari yang ada sebanyak 1 (satu) lemari
tercatat rusak sedang, untuk aset brankas tercatat sebanyak 1 (satu) aset rusak
sedang, dan dari 2 (dua) LCD Projector sebanyak 1 (satu) Aset tercatat rusak

berat.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam dapat diberikan dalam bentuk Indikator Kinerja Program (outcome)
maupun kegiatan (output) terhadap kebutuhan dalam memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Indeks Kinerja dengan menyampaikan rasio
ketercapaian target Renstra Perangkat Daerah periode Tahun 2021-2026,

terhadap realisasi data tahun berjalan.

Sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja program dan kegiatan yang telah
tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam, menjadi objek yang dilakukan analisis dalam berbagai aspek, sehingga

menghasilkan efektifitas dan efisiensi pencapaian program dimaksud.

Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel 6 dan 7 pada dokumen ini untuk
mendapatkan gambaran analisis keberhasilan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
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Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Target RENSTRA Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

SPM/
o Indikator Kinerja Program T IKK Catatan/
(outcome)/ Kegiatan (output) ahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
Nasional 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Persentase masyarakat yang - N 74,59% | 74.59% | 74.59% | 74.59% | 74.59% 74,59% 76,82% | 76,82% 74.59% - Dilakukan penilaian dari jumlah pengunjung di
menjadi sasaran penyebaran website batam.go.id.
informasi publik, mengetahui Terdapat penambahan Tingkat partisipasi kunjungan
1 kebijakan dan program ke laman yang
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah
kabupaten/kota
Cakupan (Persentase) - N 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Seluruh Kecamatan dan Kelurahan mendapat
2 kecamatan yang menjadi penyebaran informasi publik, baik melalui media,

sasaran penyebaran informasi maupun pelaksanaan kegiatan secara langsung di
publik setiap Kecamatan
¢ Nilai Indeks Aspek Kebijakan - - 3.00; 3.00; 3.00; 3.00; 3.00; 3.00; 3.60; 3.60; 3.00; - Nilai diperoleh dari LHE indeks SPBE yang

Internal Tata kelola SPBE; dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
o Nilai Indeks Aspek Layanan 2.40; 3.50; 3.90; 4.00; 4.00; 3.40; 4.20; 4.20; 4.00;

3 Administrasi Pemerintahan

Berbasis Elektronik;
e Nilai Indeks Aspek Layanan 3.24 3.16 4.00 4.00 5.00 3.16 4.50 4.50 4.00

Publik Berbasis Elektronik
Jumlah layanan elektronik - - 224 244 254 264 274 224 205 254 264 - Terjadi perubahan regulasi dari Pusat, sehingga
yang menggunakan nama target tidak tercapai.

4 domain pemerintah

(berdasarkan pemetaan data
penilaian kepatuhan standart

pelayanan publik 543)
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Target RENSTRA Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

Indikator Kinerja Program i Catatan/
No (outcome)/ Kegiatan (output) Standar | IKK ["Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Tahun | Tahun Tahun Tahun Analisis
Nasional 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
o Nilai Aspek Perencanaan - - 3.30; 3.25; 3.25; 3.25; 3.50; 3.30; 3.25; 3.25; 3.25; - Nilai diperoleh dari LHE indek SPBE yang
Strategis SPBE pada Domain dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
Tata Kelola;
° ¢ Nilai Aspek Teknologi 3.16 3.25 3.50 4.00 4.00 3.16 4.25 3,60 4.00
Informasi dan Komunikasi
pada Domain Tata Kelola
Persentase OPD yang - N 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Seluruh OPD menggunakan data statistik sektoral
menggunakan data statistik dalam urusan perencanaan dan evaluasi
6 sektoral dalam perencanaan
pembangunan daerah dan
evaluasi pembangunan daerah
. Persentase data statistik - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Tersedianya data semua urusan yang menjadi
sektoral yang tersedia kewenangan pemerintah daerah
8 e Tingkat Kematangan - - 3.00; 3.00; 3.00; 3.00; 3.00; 3.00; 3.00; 3.00; 3.00; - Nilai diperoleh dari LHE indek SPBE yang
Penerapan Manajemen dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
Keamanan Informasi;
e Tingkat Kematangan 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Kebijakan Internal
Manajemen Keamanan
Informasi
9 Persentase Penyelenggaraan - - 34,17% | 63.75% | 79.17% | 85.83% 100% 34,17% 63.75% | 79.17% 85.83% - Instrumen Penyelenggaraan Keamanan Informasi
Persandian untuk Pengendalian yang terlaksana meliputi: 1 Peraturan Walikota, 2
Keamanan SOP, 3 sertifikasi peningkatan kompetensi SDM, 3
kegiatan kontra penginderaan, 1 kegiatan evaluasi
Indeks KAMI, dan 1 kegiatan IT Security Assessment,
kegiatan pendaftaran aktivasi penerbitan dan
pendampingan teknis terkait tanda tangan
elektronik.
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Target RENSTRA Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

SPM/
Indikator Kinerja Program — Catatan/
No tandar IKK
(outcome)/ Kegiatan (output) ' Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
Nasional 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
10 | Persentase Pola Hubungan - N 28,57% 57.14% | 71.43% | 85.71% 100% 28,57% 57.14% 71.43% 85.71% - Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan

Komunikasi Sandi antar
Perangkat Daerah yang

teramankan
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Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat :
1. Peningkatan Penyebaran Informasi Publik

Kinerja program penyebaran informasi publik menunjukkan hasil yang stabil
dan positif, terutama dalam aspek jangkauan. Cakupan penyebaran
informasi publik telah mencapai 100% di seluruh kecamatan sejak tahun
2021, dan diproyeksikan akan terus dipertahankan hingga 2024 (Indikator
No. 2). Hal ini dikonfirmasi melalui penyebaran informasi baik melalui media
massa maupun pelaksanaan kegiatan langsung di setiap kecamatan. Adapun
persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas
pemerintah daerah juga menunjukkan tren positif (Indikator No. 1). Meskipun
target Renstra ditetapkan stabil di 74,59% per tahun, realisasi capaian
menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023,
mencapai 76,82%. Peningkatan ini diindikasikan berasal dari penambahan
tingkat partisipasi kunjungan ke laman resmi pemerintah daerah

(batam.go.id), menunjukkan efektivitas pemanfaatan kanal digital.

2. Perkembangan Signifikan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
Pencapaian paling menonjol terlihat pada peningkatan indeks SPBE, yang
diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kemenpan-RB (Indikator No. 3,
5, dan 8).
a. Layanan dan Kebijakan SPBE (Indikator No. 3)
e Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis
Elektronik melonjak dari target 3,00 (2021) menjadi realisasi 4,20
(2022 dan 2023), melampaui target yang ditetapkan.
e Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik juga
meningkat tajam, dari realisasi 3,16 (2021) menjadi 4,50 (2022 dan
2023).

Peningkatan ini menunjukkan upaya serius dalam transformasi digital
yang berfokus pada kualitas pelayanan kepada masyarakat dan

internal birokrasi.

b. Tata Kelola Domain SPBE (Indikator No. 5)
Peningkatan juga terlihat pada elemen pendukung Tata Kelola:
e Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata

Kelola menunjukkan lompatan dari realisasi 3,16 (2021) menjadi
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C.

4,25 (2022), meskipun sedikit terkoreksi pada 2023 menjadi 3,60,

yang masih menunjukkan capaian di atas target awal Renstra.
Tantangan dalam Layanan Elektronik (Indikator No. 4)
Meskipun aspek indeks SPBE meningkat, terdapat tantangan dalam
jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain
pemerintah. Realisasi pada tahun 2022 hanya mencapai 205, lebih
rendah dari target 244. Hal ini dicatat disebabkan oleh perubahan
regulasi dari Pemerintah Pusat, yang mengharuskan adanya
penyesuaian dan berdampak pada pencapaian target. Namun, pada
tahun 2023, realisasi mencapai target 254, mengindikasikan bahwa

penyesuaian regulasi telah berhasil diatasi.

3. Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian

a. Manajemen Keamanan Informasi (Indikator No. 8)

Aspek Manajemen Keamanan Informasi menunjukkan capaian yang

konsisten. Tingkat Kematangan Penerapan dan Kebijakan Internal

Manajemen Keamanan Informasi berhasil mencapai realisasi stabil di

angka 3.00 dari tahun 2021 hingga 2024, yang sesuai dengan target

Renstra.

b. Persandian untuk Pengendalian Keamanan (Indikator No. 9 dan 10)

Upaya penguatan keamanan siber melalui persandian menunjukkan

kemajuan bertahap sesuai rencana:

Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian
Keamanan meningkat secara progresif, dari 34,17% pada 2021
menjadi 85,83% pada 2024, sejalan dengan target yang ditetapkan. Ini
ditunjang oleh berbagai instrumen keamanan yang telah terlaksana,
termasuk regulasi (Peraturan Walikota), SOP, sertifikasi SDM, dan
kegiatan teknis seperti IT Security Assessment dan penggunaan Tanda
Tangan Elektronik.

Hal serupa juga terjadi pada Persentase Pola Hubungan Komunikasi
Sandi antar Perangkat Daerah yang Teramankan, yang meningkat dari
28,57% (2021) menjadi 85,71% (2024), sesuai dengan target Renstra,
meskipun pada Catatan/Analisis Indikator No. 10 disebutkan
kegiatan tidak dilaksanakan (kemungkinan merujuk pada tahun yang

belum diisi).

4. Pemanfaatan Data Statistik Sektoral (Indikator No. 6 dan 7)

Capaian di bidang statistik sektoral menunjukkan hasil yang sangat optimal

dan konsisten. Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral

(Indikator No. 6) dan Persentase data statistik sektoral yang tersedia
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(Indikator No. 7) telah mencapai 100% sejak tahun 2021 dan dipertahankan
hingga 2024. Hal ini memastikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) telah menggunakan data statistik sektoral yang tersedia untuk

proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

Secara keseluruhan, kinerja program menunjukkan peningkatan kualitas
layanan dan tata kelola berbasis elektronik yang ditandai dengan lompatan
signifikan pada nilai Indeks SPBE. Jangkauan informasi publik dan
ketersediaan data statistik sektoral telah stabil mencapai target 100%.
Tantangan utama ada pada penyesuaian terhadap perubahan regulasi pusat
yang sempat memengaruhi target jumlah layanan elektronik, namun telah
berhasil diatasi. Fokus ke depan adalah mempertahankan tren positif pada

indeks SPBE dan terus memperkuat aspek keamanan siber.
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Tabel 7. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Target Realisasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Meningkatnya kualitas Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.90 3.90 3.60 4.10 -
kebijakan, tata kelola Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE 2.40 3.00 3.20 3.30 3.70 2.20 2.30 3.60 3.50 -
1
manajemen, dan layanan Nilai Indeks Domain Layanan SPBE 3.24 3.30 3.36 3.93 4.00 3.37 3.49 4.32 4.19 -
SPBE Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE 2.18 2.72 2.81 2.81 3.18 1.09 1.09 2.64 2.73 -
Meningkatnya kualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
2 layanan informasi dan 85 86 86 87 87 - 86,34 86,43 87,23 -
layanan informasi dan komunikasi publik

komunikasi publik
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Berdasarkan tabel IKU di atas dapat kita lihat pencapaian kinerja organisasi
berdasarkan dua Sasaran Strategis utama dari tahun 2021 hingga 2024, dengan

membandingkan target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai ;

1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Tata Kelola Manajemen, dan Layanan
SPBE.
Sasaran ini diukur melalui empat Indikator Kinerja yang semuanya
menggunakan sistem penilaian indeks:

» Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE
Target untuk indikator ini ditetapkan stagnan di angka 3.00 setiap tahun
dari 2021 hingga 2025.

» Tahun 2021: Realisasi (2.90) sedikit di bawah target (3.00).

= Tahun 2022: Terjadi lonjakan realisasi yang signifikan, mencapai
3.90, jauh melampaui target (3.00).

= Tahun 2023: Realisasi tetap tinggi di angka 3.60, melampaui target
(3.00).

* Tahun 2024: Kinerja terus meningkat menjadi 4.10, kembali
melampaui target (3.00) dengan capaian tertinggi. Secara
keseluruhan, kinerja domain kebijakan internal SPBE menunjukkan
tren positif yang kuat.

» Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE
Target indikator ini direncanakan meningkat bertahap dari 2.40 (2021)
menjadi 3.30 (2024).

» Tahun 2021 & 2022: Realisasi (2.20 dan 2.30) belum mencapai target
yang ditetapkan (2.40 dan 3.00). Ini menunjukkan perlunya
perhatian pada aspek tata kelola pada periode awal.

» Tahun 2023: Terdapat peningkatan signifikan dalam realisasi
menjadi 3.60, berhasil melampaui target (3.20).

» Tahun 2024: Realisasi (3.50) kembali melampaui target (3.30),
mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dan stabilisasi kinerja

tata kelola.
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» Nilai Indeks Domain Layanan SPBE

Indikator ini menargetkan peningkatan berkelanjutan, dari 3.24 (2021)

hingga 3.93 (2024).

Tahun 2021: Realisasi 3.37 sudah melampaui target 3.24.

Tahun 2022: Realisasi 3.49 kembali melampaui target 3.30.

Tahun 2023: Terdapat lonjakan capaian yang sangat baik dengan
realisasi 4.32, jauh melampaui target 3.36.

Tahun 2024: Meskipun terjadi sedikit penurunan dari tahun
sebelumnya, realisasi 4.19 tetap melampaui target 3.93. Domain
layanan SPBE secara konsisten menunjukkan kinerja yang sangat

baik dan melampaui ekspektasi target.

» Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE

Target indikator ini direncanakan naik dari 2.18 (2021) menjadi 2.81
(2024).

Tahun 2021 & 2022: Domain ini menunjukkan tantangan besar
dengan realisasi yang sangat rendah dan sama, yaitu 1.09, jauh di
bawah target yang ditetapkan (2.18 dan 2.72).

Tahun 2023: Terdapat pemulihan signifikan dengan realisasi
mencapai 2.64, namun masih di bawah target 2.81.

Tahun 2024: Realisasi mencapai 2.73, yang meskipun
menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, masih sedikit
di bawah target 2.81. Domain Manajemen SPBE menjadi area yang
membutuhkan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai target yang

direncanakan.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Sasaran ini diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap

layanan informasi dan komunikasi publik, dengan target yang meningkat

bertahap dari 85 (2021) menjadi 87 (2024).

Tahun 2021: Data realisasi tidak tersedia.

Tahun 2022: Realisasi 86,34 berhasil melampaui target 86.
Tahun 2023: Realisasi 86,43 kembali melampaui target 86.
Tahun 2024: Realisasi 87,23 berhasil melampaui target 87.

Pencapaian IKM menunjukkan bahwa kualitas layanan informasi dan

komunikasi publik secara konsisten melampaui target kepuasan masyarakat

yang ditetapkan dalam tiga tahun terakhir.
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Secara keseluruhan, kinerja strategis organisasi dari 2021 hingga 2024
menunjukkan hasil yang mayoritas melampaui target, terutama pada Domain
Kebijakan Internal SPBE, Layanan SPBE, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
Namun, tantangan utama teridentifikasi pada Domain Manajemen SPBE
(terutama tahun 2021-2022) dan, pada tingkat yang lebih rendah, Domain Tata
Kelola SPBE di awal periode, yang menunjukkan bahwa penguatan aspek
manajemen internal dan tata kelola masih menjadi prioritas untuk mencapai

konsistensi penuh sesuai rencana.

2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam bermitra dengan
beberapa Kementerian/Lembaga/Dinas seperti :
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB);
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi);
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
Badan Pusat Statistik (BPS);
DPRD Kota Batam;
Kepolisian;
Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Pihak Media;

0 ® N o R L

Masyarakat.

2.1.5 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Batam antara lain :

1. Kerjasama dengan seluruh perangkat Daerah terkait SPBE (Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik);

2. Kerjasama dengan seluruh perangkat Daerah dan BPS terkait pemenuhan
data statistik sektoral;

3. Kerjasama dengan seluruh perangkat Daerah permintaan informasi dan
pelayanan publik;

4. Kerjasama dengan pihak media terkait kegiatan publikasi di Pemerintah
Kota Batam:;

5. Kerjsama dengan BSSN terkait kontra penginderaan di Pemerintah Kota

Batam;
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2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dapat
dilihat dari tabel berikut :

POTENSI ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN
DAERAH ISU KLHS YANG DISKOMINFO
YANG PERMASALAHA RELEVAN
MENJADI N DISKOMINFO DENGAN S AN DEUS
KEWENANGA DISKOMINFO GLOBAL NASIONAL REGIONAL
N
1 2 3 4 5 6 7
Munculnya Nihil Hoaks yang Penegakan Klarifikasi Peningkatan
persepsi berasal dari luar | hukum bagi informasi hoax layanan
negatif negeri dapat pelaku hoax informasi
terhadap dengan cepat kepada
pemerintah menyebar dan masyarakat
akibat mempengaruhi
penyebaran opini publik di
hoaks dan dalam negeri
disinformasi
Kurangnya Kesenjangan Penyebaran Pembangunan Peningkatan
pemahaman akses dan ideologi infrastruktur literasi digital
dan pemanfaatan radikal, digital seringkali | masyarakat
pemanfaatan teknologi digital ekstremisme, | tidak merata,
teknologi antara negara dan terutama di
digital secara maju dan terorisme daerah terpencil.
bijak berkembang melalui Ini menciptakan
semakin lebar. platform kesenjangan
digital antara
menjadi masyarakat
ancaman perkotaan dan
serius pedesaan dalam
hal akses dan
keterampilan
digital
Infrastruktur Belum Infrastruktur terjadi Layanan publik Pengembangan
TIK di meratanya TIK yang tidak ketidakselara | digital, seperti infrastruktur
lingkungan infrastruktur optimal san dan perizinan online TIK
Pemerintah dan akses menghambat kesenjangan atau
Kota Batam telekomunikasi | daya saing digital antar- | pengurusan
belum optimal di suatu daerah di daerah dokumen,
seluruh kancah global menjadi lambat
wilayah Kota dan tidak efisien
Batam,
khususnya di
wilayah
hinterland,
yang
menghambat
pemerataan
Serangan siber Serangan siber Melindungi Membangun Tim | pengembangan
terhadap merupakan Infrastruktur | Respons Insiden | pertahanan
infrastruktur ancaman lintas Digital Siber siber
digital batas yang tidak | dengan
pemerintah mengenal sistem
kota batam geografi. Peretas | kemanan
kian dari berbagai yang kuat
meningkat, negara dapat
mengancam menargetkan
data dan infrastruktur
reputasi digital
institusi pemerintah
untuk berbagai
motif, seperti
spionase,
sabotase, atau
kejahatan
finansial
Integrasi pertukaran data | Integrasi dan Efisiensi dan Penataan
sistem dan untuk berbagi Efektivitas Tata sistem dan
data belum mendukung pakai sistem | Kelola data
dapat berjalan kolaborasi dan data pemerintahan terintegrasi
maksimal internasional, Pemerintah menjadi tidak dilingkungan
seperti program Pusat dan efisien, Pemerintah
pembangunan Daerah memakan Kota Batam
berkelanjutan waktu, dan
atau menghambat
penanggulangan koordinasi
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POTENSI

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN

DAERAH ISU KLHS YANG DISKOMINFO
YANG PERMASALAHA RELEVAN
MENJADI N DISKOMINFO DENGAN USIOSY NN 2iCIS
KEWENANGA DISKOMINFO GLOBAL NASIONAL REGIONAL
N
1 2 3 4 5 6 7
bencana,
menjadi lambat
dan tidak efisien
Arsitektur dan menurunkan Ketidakselar Koordinasi reviuw
peta rencana daya saing asan Data Antar-OPD yang | arsitektur dan
SPBE belum daerah. Investor | dari berbagai | Buruk peta rencana
berjalan asing yang instansi terhambat SPBE
sebagaimana mencari tidak dapat
mestinya stabilitas dan diintegrasika
efisiensi n dengan
birokrasi akan baik,
melihat menciptakan
kesenjangan duplikasi
antara janji dan dan
realitas inkonsistensi
digitalisasi
Ketersediaan Penyediaan 1. Pembangunan | Koordinasi, 1. Pengumpulan | Ketersediaan
data statistik Data dan Integrasi dan | Data data statistik
sektoral di Lingkungan Pengembangan berbagi 2. Standarisasi sektoral di
Pemerintah baik berupa Infrastruktur pakai data Data Pemerintah
Kota Batam Data Spasial Teknologi antara 3. Kualitas Data | Kota Batam
belum maupun Data 2. Keamanan Pemerintah 4. Pemanfaatan
terpenuhi Non Spasial Data Pusat dan Data
secara optimal | yang dapat 3. Integrasi dan Daerah 5. Kapasitas
digunakan berbagi pakai SDM
dalam data
perencanaan 4. Pemanfaatan

dan evaluasi
serta
menyusun
Kajian
Lingkungan
Hidup
Strategis
(KLHS)

data iklim global
(climate change)
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BAB III
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029

penentuannya didasarkan pada:

a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;

b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025-2029
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029
merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan
pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai

dalam periode 2025-2029 adalah:

“BATAM KOTA MADANI YANG [INOVATIF,  BERBUDAYA DAN
BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin
dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok
visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak
diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi
pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai
berikut:

Uraian Pokok Visi

Pokok Visi Uraian

Madani dan Madani dan berbudaya menggambarkan kondisi
Berbudaya masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku

baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal
utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani.

Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya
merupakan cara pola kehidupan yang meliputi
pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan,

kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang

dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu
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Pokok Visi

Uraian

sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban
manusia untuk mengatasi berbagai persoalan,
rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai
keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan
damai. Perwujudan masyarakat madani dan
berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota
Batam = yang memiliki kemandirian dalam
menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya.
Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma
yang baik dalam membangun, memaknai, dan
menjalani  kehidupannya. Hal 1ini termasuk
kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik
terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta

memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Inovatif

Inovatif dalam  hal ini digambarkan  dengan
pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan
kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti
peningkatan sumber daya manusia, tata kelola
pemerintahan serta segala hal yang berhubungan

dengan pelayanan publik.

Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD)
wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam
meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat.
Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat
diimplementasikan kepada masyarakat dan
bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Berkelanjutan

Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan
merupakan salah satu dari penyumbang terbesar
perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu
menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek
pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas

negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi
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Pokok Visi

Uraian

menghalangi terciptanya suatu inclusive green

economy.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah adalah
upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini

dan generasi masa depan.

Pusat Investasi

dan
Pariwisata

Terdepan

Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi
adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan
mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi
masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi
angka penggangguran. Artinya, dengan meningkatkan
daya saing ekonomi daerah maka diharapkan

kesejahteraan masyarkat akan menjadi lebih baik.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat
membuka peluang investasi secara positif bagi upaya
perbaikan atas kelemahan/kekurangan
pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan
pembangunan daerah yang semakin dinamis di
daerah maka diperlukan upaya pembinaan,
pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan
terpadu dan peningkatan kemudahan investasi
sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam.
Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam
destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya
yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik
maupun mancanegara. Oleh karena itu,
kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama
bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi Kota dengan

pariwisata diwujudkan dengan mengembangkan

-3



Pokok Visi Uraian

destinasi dan produk pariwisata berbasis alam,
budaya dan belanja dengan berpihak kepada rakyat
yang terintegrasi serta meningkatkan promosi
pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara
bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan
kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan
melalui upaya peningkatan standar kualitas

pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota
madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan
ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai
pusat investasi dan pariwisata sehingga mampu mensejahterakan dan
memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memperhatikan perubahan
paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka
dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029,

misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan
menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya
saing global.

2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan
berakhlak mulia.

4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang good governance.

5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung

pembangunan berkelanjutan.

Sebagai penyelenggara urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
mendukung misi ke-4 Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang good

governance.

Perangkat daerah merupakan organisasi yang menjalankan pemerintahan di
daerah dan berperan sebagai level operasional dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Sehingga dalam menentukan tujuan perangkat daerah mengacu
pada sasaran pemerintah Kota Batam Tahun 2025-2029 karena sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kota Batam
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dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur
dalam suatu indikator beserta targetnya. Sementara tujuan merupakan

penjabaran dari misi pembangunan.

Gambar 3.1. Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah

Meneniukan 1 ISU STRATEGIS

VIS e Misi " uDkaIZ}-‘ ‘
PROGRAM ngkungan ‘|nam|s :
1 Potensi ‘
KEPALA DAERAH Menentukan J

ARAH Q Rangkaian kerja
KEBIJAKAN sebagai rincian
misi

TUJUAN

Cascading

Serasi/selaras
\
\\q
Mempertimbangka
SASARAN STRATEG! 4
O Tahapan Per Tahun
0 Fokus Kewilayahan
Coscading O PROGRAM PRIORITAS
A
OUTCOME Msusuovam R RSN A oSS "

Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat daerah dapat
kita lihat dalam table berikut :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Outcome/Program A

Outcome/Program B

Jutcome/Program C

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun

2025-2029 dengan Tujuan Perangkat Daerah
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Tujuan:
Adapun Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk lima
tahun yang akan datang sejalan dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

yaitu:

“Meningkatkan tata kelola pelayanan publik melalui pemanfaatan

teknologi informasi”.
Indikator Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;

» Indeks SPBE/ Pemerintahan Digital (PEMDI)
Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat

pelaksanaan dan penerapan SPBE.
Rumus perhitungannya adalah Hasil Penilaian Kementrian PAN-RB.

3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029

yang sejalan dengan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, yaitu:

Penguatan tekonologi digital untuk transformasi layanan pemerintah.
Meningkatnya keamanan siber daerah.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

A W N =

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan di Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

11-6



Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029

LIS CETH Target Tahun
Sasaran
RPJMD Tujuan Sasaran Indikator KET
yang 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
relevan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkat | Meningkatkan Nilai Indeks
nya tata kelola SPBE /
layanan pelayanan Pemerintahan
Publik publik melalui Digital 3.77 1 1.1 1.2 1.3 1.4
pemanfaatan (PEMDI) (nilai
teknologi indeks)
informasi
Penguatan Persentase
teknologi layanan
digital untu1'< publik . 60 62 64 66 63 70
transformasi berbasis
layanan digital
pemerintah (Persentase)
Meningkatnya | Hasil
keamanan Evaluasi
siber daerah Pelaksanaan
Persandian
untuk
Pengamanan 74 74 74 74 74 74
Informasi
Pemerintah
Daerah Kota
Batam
(perangkat
daerah)
Meningkatnya | Persentase
Kualitas Ketersediaan
Penyelenggar Data Statistik | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90 %
aan Statistik Sektoral
Sektoral (persentase)
Meningkatka Indeks
n efisiensi Kepuasan
dan Masyarakat
efektivitas Dinas
pelayanan Komunikasi
pemerintahan | dan 91.18 | 91.41 | 91.44 | 91.47 | 91.50 | 91.54
di Dinas Informatika
Komunikasi Kota Batam
dan (nilai indeks)
Informatika
Kota Batam
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3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

TAHAP I (2025)

TAHAP II (2026)

TAHAP III (2027)

TAHAP VI (2028)

TAHAP V (2029)

TAHAP VI (2030)

1 2 3 4 S 6
Penguatan Penguatan Penguatan Optimalisasi Penguatan Monitoring dan
Pemahaman terhadap terhadapan Dokumen Inovasi dan | evaluasi
terhadap Dokumen Kebijakan — | Arsitektur dan | Kolaborasi pelaksaan
perubahan Arsitektur dan | Kebijakan yang | Peta Rencana | SPBE dalam | Pemerintah
SPBE ke Peta Rencana | Mengatur Tata | SPBE sebagai | peningkatan Digital

SPBE atau | Kelola Acuan Transformasi Berdasarkan
Pemdi yang | Pelaksanaan Pelaksanaan Digital Kota | Dokumen
selaras dengan | SPBE atau | atau batam Perencaan
RPJMD Kota | pemerintah Implementasi SPBE
Batam Digital SPBE atau
transformasi
Pemerintah
Digital
Penguatan dan | Penguatan dan | Penguatan Penguatan dan | Penguatan dan | Monitoring dan
Moderenisasi Moderenisasi Fondasi dan | Moderenisasi Moderenisasi evaluasi Pusat
Infrastruktur Infrastruktur Perencanaan Infrastruktur Infrastruktur Data terhadap
pusat data pusat data Pusat Data | pusat data | pusat data | Masterplan dan
dengan berdasarkan berdasarkan Kebijakan -
Assesment masterplan dan | masterplan dan | kebijakan yang
Existing, rekomendasi rekomendasi ada
mambuat dari Assesment | dari Assesment
Dokumen
Masterplan
pusat data dan
kebijakan -
Kebijakan
Internal
Penguatan Penguatan Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi Monitoring dan
pemahaman terhadap platform platform platform evaluasi Sistem
perangkat Dokumen integrasi dasar | integrasi dasar | integrasi dasar | Penghubung
Daerah dalam | roadmap SPL & | SPLP terhadap | SPLP terhadap | SPLP terhadap | Layanan
hal penggunaan | kebijakan layanan layanan layanan Pemerintah
SPLP untuk | internal  siap; | prioritas prioritas prioritas Daerah
Integrasi antar | baseline pertama pertama pertama terhadap
layan kebutuhan Dokumen
Pemerintah layanan Roadmap SPLP
dilingkungan terpetakan dan Kebijakan —
Kota batam kebijan yang
ada
Penguatan Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi Monitoring dan
terhadap pembangunan pembangunan pembangunan Evaluasi
Dokumen Aplikasi Aplikasi Aplikasi Pembangunan
master plan & | Prioritas yang | Prioritas yang | Prioritas yang Aplikasi
standar menjadi menjadi menjadi terhadap
pembangunan layanan layanan layanan Masterplan
aplikasi unggulan unggulan unggulan aplikasi dan
tersedia; serta | Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kebijakan yang
pembentukan daerah daerah daerah ada
baseline
aplikasi
terpetakan
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TAHAP I (2025)

TAHAP II (2026)

TAHAP I (2027)

TAHAP VI (2028)

TAHAP V (2029)

TAHAP VI (2030)

1 2 3 4 5 6
Penyusunan Peningkatan Penguatan Evaluasi dan Peningkatan Kematangan
Pondasi & keamanan keamanan optimalisasi dan dan
Perencanaan informasi informasi keamanan pengintegrasia | keberlanjutan
keamanan berupa berupa informasi n keamanan keamanan
informasi Menerapkan Menerapkan berupa informasi informasi
berupa audit autentikasi enkripsi end- Melaksanakan berupa berupa
keamanan multifaktor to-end dan audit Mengintegrasik | Mencapai
digital, (MFA), monitoring independen, an sistem kematangan
menyusun melaksanakan real-time, melakukan pertahanan pertahanan
kebijakan dan pelatihan SDM melatih tim IT analisis pasca- antar-dinas, siber,
regulasi, gelombang I, dan CSIRT, insiden, melatih SDM melaksanakan
menetapkan merekrut melaksanakan | mengevaluasi melalui audit global
anggaran, tenaga ahli penetration efektivitas simulasi dan
menyiapkan siber dan testing, pelatihan insiden benchmarking,
kurikulum melatih Tim menegakkan pegawai, kompleks, mengevaluasi
pelatihan CSIRT, serta regulasi mereview mengembangka | komprehensif
dasar, serta menyosialisasi | melalui audit kebijakan n talenta lokal | Renstra 2025-
merintis kan regulasi internal, serta keamanan, bersama 2030,
kemitraan awal, memperkuat serta universitas, menyusun
strategis dalam | penerapan Al kolaborasi mengoptimalka | meng-upgrade Renstra baru
bentuk untuk berbagi n kerja sama infrastruktur 2031-2035,
pemberian keamanan intelijen strategis, keamanan, serta
penghargaan siber, ancaman, kemitraan serta memperkuat
bagi penerapan tindak lanjut strategis dalam | meningkatkan keberlanjutan
contributor lisensi anggaran bentuk kesiapan kemitraan dan
keamanan antivirus, untuk kontrak | pemberian tanggap cepat inovasi,
informasi dan windows, office, | tenaga ahli penghargaan CSIRT, Sertifikasi
memperkuat dan lisensi selama 12 bagi penerapan ISO/IEC 27001
hubungan lainnya untuk | bulan, contributor lisensi untuk sistem
dengan BSSN, penggunaan di | kemitraan keamanan antivirus, keamanan
universitas, diskominfo, strategis dalam | informasi. windows, office, | informasi dan
dan pihak pengajuan bentuk dll untuk Replikasi
swasta, anggaran pemberian penggunaan di | keamanan
pengajuan untuk kontrak | penghargaan seluruh OPD informasi di
CPNS tahun tenaga ahli bagi pemko batam, Diskominfo ke
2026 untuk selama 12 contributor kemitraan Perangkat
sandiman bulan, keamanan strategis dalam | Daerah lain,
pertama dan kemitraan informasi bentuk kemitraan
manggala strategis dalam pemberian strategis dalam
informatika bentuk penghargaan bentuk
pertama pemberian bagi pemberian

penghargaan contributor penghargaan
bagi keamanan bagi
contributor informasi contributor
keamanan keamanan
informasi informasi
Penerapan SOP | Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Optimalisasi
PPID secara | Layanan portal | Layanan PPID | Layanan PPID | Penata Layanan | Layanan PPID
menyeluruh di | PPID. (Otomatisasi (Forum dan Evaluasi | (Replikasi
Seluruh (tracking respons awal | konsultasi Layanan PPID | sistem PPID
Perangkat permintaan dan | dan analitik | publik tahunan | (efektivitas Diskominfo
Daerah Integrasi permintaan dan dashboard | portal PPID dan | sampai ke
dengan sistem | serta Integrasi | transparansi Rekomendasi kelurahan dan
arsip digital) dengan chatbot | serta Replikasi | kebijakan UPT serta
PPID, sistem PPID | keterbukaan Integrasi
Ketersediaan Diskominfo ke | informasi) dengan sistem
SDM) Perangkat keterbukaan
Daerah Lain) informasi
provinsi/nasion
al)
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TAHAP I (2025)

TAHAP II (2026)

TAHAP I (2027)

TAHAP VI (2028)

TAHAP V (2029)

TAHAP VI (2030)

1 2 3 4 5 6
Optimalisasi Peningkatan Peningkatan Peningkatan Penata Layanan | Optimalisasi
Layanan 112 | Layanan 112 | Layanan 112 | Layanan 112 | dan Evaluasi | Layanan 112
(Evaluasi (Integrasi (Integrasi  Call | (Pembentukan | Layanan 112 | (Sistem prediksi
sistem dashboard Center 112 ke | komunitas (sistem dan | kegawatdarurat
eksisting, sistem 112 ke | sistem siaga, relawan | rekomendasi an berbasis
pemetaan website 112 | peringatan dini | digital 112 dan | lintas OPD serta | Artificial
stakeholder Kota Batam dan | bencana daerah | simulasi penyesuaian Intelegence
darurat Call | Penguatan SOP | dan wuji coba | kegawatdarurat | SOP (Kecerdasan
Center 112 dan | respons cepat) | simulasi an lintas | berdasarkan Buatan) dan
penyusunan dan kegawatdarurat | kecamatan) hasil simulasi) replikasi sistem
alur koordinasi | Pembentukan an) ke wilayah
lintas OPD) Command hinterland)

Centre
Optimalisasi Peningkatan Peningkatan Peningkatan Evaluasi Optimalisasi
Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan
(Integrasi awal | (pengembangan | (Klasifikasi (Pelibatan (Audit  sistem | (Sistem prediksi
SP4N-LAPOR! dashboard pengaduan komunitas pengaduan, dan tindak
dengan sistem | monitoring berbasis dalam penguatan lanjut
pengaduan SP4N-LAPOR! Artificial penyelesaian regulasi dan | pengaduan
internal/manua | dan notifikasi | Intelegency pengaduan dan | publikasi berbasis
1/ kotak saran | otomatis ke | (Kecerdasan Integrasi terbuka Artificial
dan media | OPD Buatan) dan | dengan sistem | pengaduan, Intelegency
sosial) penindaklanjut) | Sistem  rating | reward ASN | Integrasi (Kecerdasan
kepuasan penindaklanjut) | dengan sistem | Buatan),
masyarakat) reward ASN | Integrasi
penindaklanjut) | dengan sistem
reward ASN
penindaklanjut)
Optimalisasi Peningkatan Peningkatan Peningkatan Evaluasi Optimalisasi
Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi
(PBNN) (PBNN) (PBNN) (PBNN) (PBNN)  Audit | (PBNN) Studio
(Identifikasi (pelatihan Pengembangan | Program “Warga | dampak produksi
kanal informasi | jurnalisme ASN | studio mini dan | Batam Bicara” | diseminasi dan | konten publik
resmi (website | dan  integrasi | Produksi untuk konten | engagement terpadu dan
dan medsos) | konten PBNN ke | konten tematik | partisipatif serta replikasi
Pemko Batam | media sosial | mingguan serta Kolaborasi | Penguatan etika | strategi
News Network | dan website | (video, podcast, | dengan media | digital ASN dan | diseminasi
dan resmi, sistem | infografis) lokal dan | jurnalis Diskominfo ke
penyusunan reward PBNN , sistem | komunitas internal, sistem | Perangkat
roadmap Perangkat reward kreatif ,sistem | reward Daerah lain ,
penguatan daerah dan ASN | Perangkat reward Perangkat sistem reward
PBNN) News Maker) daerah dan ASN | Perangkat daerah dan ASN | Perangkat
News Maker) daerah dan ASN | News Maker) daerah dan ASN
News Maker) News Maker)
Pemetaan dan | Portal KIM | Program “KIM | Festival KIM | penguatan Replikasi model
Pembentukan Batam dan | Bicara” untuk | Batam dan | kelembagaan KIM berhasil ke
KIM aktif; | integrasi konten | konten tematik | pelibatan KIM | dan Evaluasi | tingkat provinsi
pelatihan KIM ke PBNN masyarakat dalam efektivitas KIM | dan nasional
literasi  digital diseminasi
dan konten kebijakan
lokal
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TAHAP I (2025)

TAHAP II (2026)

TAHAP I (2027)

TAHAP VI (2028)

TAHAP V (2029)

TAHAP VI (2030)

1 2 3 4 5 6
Persiapan Penyusunan Implementasi Peningkatan Peningkatan Peningkatan
Penyusunan dan Strategi Strategi Strategi dan Evaluasi
Strategi Implementasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi Strategi
Komunikasi Strategi (Strakom) dan | (Strakom) dan | (Strakom) dan Komunikasi
(Strakom) dan | Komunikasi analisa berita analisa berita analisa berita (Strakom) dan
analisa berita (Strakom) dan analisa berita

analisa berita

Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi

Video dan Foto | Video dan Foto | Video dan Foto | Video dan Foto | Video dan Foto | Video dan Foto

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Pimpinan dan | Pimpinan dan | Pimpinan dan | Pimpinan dan | Pimpinan dan | Pimpinan dan

Pembuatan Evaluasi Video | Evaluasi Video | Evaluasi Video | Evaluasi Video | Evaluasi Video

Video Profile | Profile Kota | Profile Kota | Profile Kota | Profile Kota Profile Kota

Kota Batam Batam Batam Batam Batam Batam

Pembuatan Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi

Dasar Hukum | Aplikasi dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi

SOP dan | kerjasama Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi

Aplikasi untuk | Media kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama

Kerjasama Media serta | Media serta | Media serta Media serta

Media Pemberian Pemberian Pemberian Pemberian
Penghargaan Penghargaan Penghargaan Penghargaan
kepada insan | kepada insan | kepada insan | kepada insan
Pers dan Media | Pers dan Media | Pers dan Media | Pers dan Media

Inventarisasi Pembuatan Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi

kebutuhan Ruang  Media | penggunaan penggunaan penggunaan penggunaan

ruang media | Center Kota | Media  Center | Media  Center | Media Center | Media Center

center kota | Batam beserta | Kota Batam | Kota Batam | Kota Batam Kota Batam

batam dan | sarana dan | beserta sarana | beserta sarana | beserta sarana | beserta sarana

evaluasi website | prasarana serta | dan prasarana | dan prasarana | dan prasarana | dan prasarana

media center | evaluasi website | serta evaluasi | serta evaluasi | serta evaluasi | serta evaluasi

kota batam media center. website media | website media | website media | website media
center. center. center. center.

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Evaluasi

kapasitas SDM | kapasitas SDM | kapasitas SDM | kapasitas SDM

di Bidang | di Bidang | di Bidang | di Bidang

Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi

dan dan dan dan

Kehumasan Kehumasan Kehumasan Kehumasan

Melalui Melalui Melalui

Bimtek/ Diklat | Bimtek/ Diklat | Bimtek/ Diklat

jurnalistik jurnalistik jurnalistik

dan/kehumasa | dan/kehumasa | dan/kehumasa

n n n

Pemenuhan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Evaluasi SDM

jabatan kapasitas SDM | kompetensi kompetensi urusan statistik

fungsional di Bidang | SDM urusan | SDM urusan

statistisi dan | Statistik dan | statistik melalui | statistik melalui

pranata Statistisi di | Diklat Bimtek/

Komputer di | setiap sosialisasi

Bidang Statistik | perangkat kepada

dan di setiap | daerah perangkat

perangkat daerah

daerah
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TAHAP I (2025)

TAHAP II (2026)

TAHAP I (2027)

TAHAP VI (2028)

TAHAP V (2029)

TAHAP VI (2030)

1 2 3 4 5 6
Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi
Aplikasi  Satu | dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi
Data. Aplikasi  Satu | Aplikasi  Satu | Aplikasi  Satu | Aplikasi  Satu | Aplikasi  Satu

Data. Data dan | Data. Data. Data.
pengadaan
server satu
data.
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
Kerjasama/ko Kerjasama/ko Kerjasama/ko Kerjasama/ko Kerjasama/ko Kerjasama/ko

mitmen dengan
OPD terkait dan

mitmen dengan
OPD terkait dan

mitmen dengan
OPD terkait dan

mitmen dengan
OPD terkait dan

mitmen dengan
OPD terkait dan

mitmen dengan
OPD terkait dan

Instansi Instansi Instansi Instansi Instansi Instansi
Vertikal dalam | Vertikal dalam | Vertikal dalam | Vertikal dalam | Vertikal dalam | Vertikal dalam
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik
Sektoral di | Sektoral di | Sektoral di | Sektoral di | Sektoral di | Sektoral di
lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Kota Batam. Kota Batam. Kota Batam. Kota Batam. Kota Batam. Kota Batam.
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan
Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah
NO | OPERASIONALISASI ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS KET
NSPK RPJMD PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5
Meningkatkan Optimalisasi tata | Meningkatkan komitmen pimpinan dan

pelayanan publik

kelola pemerintahan
berbasis digital

stakeholder dalam implementasi SPBE

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK

Meningkatkan integrasi aplikasi layanan

Penyusunan daftar data dan metadata statistik
sektoral

Meningkatkan dan melaksanakan pembinaan
keamanan informasi dan persandian daerah

Menyediakan informasi yang terbuka dan
bertanggung jawab kepada publik terkait
kebijakan dan program pemerintah.

Menggunakan berbagai platform media sosial
dan teknologi informasi untuk menjangkau
publik yang lebih luas.

Melaksanakan komunikasi timbal balik antara
instansi pemerintah dan publik

Meningkatkan
pelayanan publik
yang cepat, tepat,
transparan dan
akuntabel serta
kolaborasi antar
instansi dalam
rangka
kesinambungan
pelayanan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana
prasarana perkantoran
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari
tujuan, sasaran, outcome, dan output

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD
dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan
eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga
kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun
2030.

Perumusan Program dan kegiatan dapat kita lihat dalam gambar berikut

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Perangkat

Daerah

SASARAN

RF’JMD ...-..'
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Adapun Uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

ke Masyarakat

Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah

NSPK DAN PROGRAM/
SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/ KET.
YANG
RELEVAN SUBKEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Meningkatkan tata kelola Nilai Indeks
pelayanan publik melalui SPBE
pemanfaatan teknologi (INDEKS)/
. . PEMDI
informasi
Penguatan Persentase
teknologi layanan
digital untuk publik
transformasi berbasis
layanan digital
pemerintah (Persentase)
Meningkatnya Program
persentase Pengelolaan
masyarakat Informasi Dan
yang menjadi Komunikasi Publik
sasaran
penyebaran
informasi
publik
- Meningkatnya Kegiatan
Jenis Layanan Pengelolaan
Komunikasi Publik Informasi dan

- Meningkatnya Kabupaten/Kota
Kualitas Pemerintah Daerah
Pengelolaan Kabupaten/Kota
Layanan
Informasi Publik

Sub Kegiatan

Penyusunan Konten

Sub kegiatan
Pengelolaan Media
Komunikasi Publik

Sub kegiatan
Monitoring
Informasi

Kebijakan, Opini,

dan Aspirasi Publik

Sub kegiatan Relasi
Media

Sub
Kemitraan
Komunikasi dengan
Komunitas
Informasi
Masyarakat

kegiatan

Sub kegiatan
Pelayanan Informasi
Publik

Sub kegiatan
Penyusunan

Strategi Komunikasi
Publik
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NSPK DAN

PROGRAM/
SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/ KET.
YANG
RELEVAN SUBKEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Meningkatnya Program
Ketersediaan Pengelolaan
Aplikasi Aplikasi
Informatika Informatika
yang
berfungsi
dengan baik
Jumlah  dokumen Kegiatan
penetapan Nama Pengelolaan Nama

Domain di Lingkup
Pemerintah Daerah.
(Dengan

Satuan:Dokumen)

Domain yang telah
Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan Sub Domain di
Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Subkegiatan
Pengelolaan Nama
Domain dan Sub
Domain
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
dan Pengelolaan
Nama Domain
Pemerintah Desa

Jumlah Dokumen Kegiatan
egovernment Di Pengelolaan e-
Lingkup Pemerintah government Di
Daerah Lingkup
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
(Dengan Kabupaten/Kota
Satuan:Dokumen)

Subkegiatan

Penyelenggaraan

pusat kendali

Pemerintah Daerah

Subkegiatan
Penyediaan  Akses
Internet untuk
Perangkat Daerah
dalam rangka
penyelenggaraan
SPBE

Subkegiatan
Penyelenggaraan
Jaringan Intra

Pemerintah Daerah
Kab/Kota

Subkegiatan
Pembangunan
dan/atau
Pengembangan
Aplikasi Khusus
yang sesuai dengan
arsitektur dan peta
rencana SPBE
Pemerintah Daerah

Subkegiatan
Penyelenggaraan
Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah
Daerah

SubKegiatan
Koordinasi
penyusunan
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NSPK DAN
SASARAN
RPJMD
YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM/
KEGIATAN/
SUBKEGIATAN

KET.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

dan/atau reviu
arsitektur dan peta
rencana SPBE
Pemerintah Daerah

Masih
rendahnya
tingkat

keamanan
informasi

Meningkatnya
keamanan
siber daerah

Hasil
Evaluasi
Pelaksana
Persandian
untuk
Pengamana
n Informasi
Pemerintah
Daerah Kota
Batam
(PERANGKA
T

DAERAH)

Meningkatnya
Kesiapan
Pengamanan
Informasi
Pemerintah
Daerah

Program
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan
Informasi

Persentase
Perangkat daerah
yang telah
menggunakan sandi
dalam komunkasi
Perangkat Daerah
(Dengan
Satuan:Persentase)

Kegiatan
Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan
Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Subkegiatan
Pelaksanaan
Keamanan
Informasi
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik

Subkegiatan
Penyediaan Layanan
Keamanan

Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat
Daerah yang
terhubung dalam
jaring komunikasi
sandi (Dengan
Satuan:Perangkat
Daerah)

Kegiatan
Penetapan
Hubungan
Komunikasi Sandi
Antar Perangkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Pola

Subkegiatan
Operasionalisasi
Jaring Komunikasi
Sandi  Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Belum
optimalnya
validasi
data yang

Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggar
aanStatistik
Sektoral

Persentase
Ketersediaa
n Data
Statistik
Sektoral
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NSPK DAN

PROGRAM/
SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/ KET.
YANG
RELEVAN SUBKEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
di (persentase)
publikasi
Meningkatnya Program
ketersediaan Penyelenggaraan
data Statistik Statistik Sektoral
Sektoral yang
dapat
dibagipakaika
n untuk
mendukung
perencanaan
dan evaluasi
pembangunan
Daerah
Jumlah Produsen Kegiatan
Data yang Penyelenggaraan
menyediakan Data Statistik Sektoral
Statistik Sektoral di lingkup
(Dengan Pemerintah Daerah
Satuan:Persentase) Kabupaten/Kota
Subkegiatan
Pelaksanaan Proses
Bisnis Sesusi
Standar
Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
yang sesuai dengan
Prinsip Satu Data
Indonesia
Subkegiatan Sub
Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Statistik Sektoral
Meningkatka Indeks
n efisiensi Kepuasan
dan Masyarakat
efektivitas Dinas
pelayanan g::lumkast
pemerintahan Informatika
di Dinas Kota
Komunikasi Batam (nilai
Dan indeks)
Informatika
Kota Batam
Meningkatnya Program Penunjang
akuntabilitas Urusan Pemerintah
kinerja Daerah
perangkat Kabupaten/Kota
daerah dan
kinerja
layanan
kesekretariata
n
Persentase Kegiatan
dokumen Perencanaan,
perencanaan, Penganggaran, dan

penganggaran, dan
evaluasi yang
tersusun sesuai
dengan tahapan
dan waktu (Dengan

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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NSPK DAN

PROGRAM/
SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/ KET.
YANG -
RELEVAN SUBKEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Satuan:PERSENTAS
E)

Sub Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

Perangkat Daerah

Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Subkegiatan
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Persentase ASN
yang

ditingkatkan
kompetensinya
(Dengan
Satuan:Persentase)

Kegiatan
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan  Pegawai

Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Persentase
Pemenuhan
Pelayanan Umum
Perkantoran
(Dengan
Satuan:Persentase)

Kegiatan
Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Sub Kegiatan
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Sub Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Persentase realisasi
pengadaan barang
milik daerah sesuai
rencana kebutuhan

Kegiatan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
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NSPK DAN

PROGRAM/
SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/ KET.
YANG T.
RELEVAN SUBKEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
(Dengan Penunjang Urusan

Satuan:Persentase)

Pemerintah Daerah

Subkegiatan
Pengadaan
Kendaraan
Perorangan  Dinas
atau kendaraan
dinas jabatan

Subkegiatan
Pengadaan
Kendaraan
Perorangan  Dinas
operasional atau
lapangan

Subkegiatan
Pengadaan Mebel

Subkegiatan
Pengadaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Persentase realisasi Kegiatan
penyediaan jasa Penyediaan Jasa
penunjang  sesuai Penunjang Urusan
perencanaan Pemerintahan
(Dengan Daerah
Satuan:Persentase)
Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan  Umum
Kantor
Persentase Barang Kegiatan
Milik Daerah yang Pemeliharaan
dipelihara dan Barang Milik

berfungsi dengan
baik (Dengan
Satuan:Persentase)

Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan

Pajak Kendaraan
Perorangan  Dinas
atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Sub Kegiatan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
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4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja,
Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
Uraian Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target,

dan Pagu Indikatif dapat dilihat dari tabel berikut :
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4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan Pendanaan Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kota Batam

Meningkatkan tata kelola pelayanan publik melalui | Milai Indeks SPBE 377 13 ATE | 34.642.212.983 1 | 35.954.892.149 1.1 | 28.709.390.819 1.2 | 30.792.382.025 1.3 | 30.644.134.512 1.4 | 32.858.307.403
pemanfastan teknologi informasi (INDEKS)/ Indeks
Pemerintah Digital
(PEMDI) [INDEKS)
Penguatan teknologi digital untuk transformasi | Persentase o [:] B0 | 16.844.167.377 62 | 17.085.976.3T6 B4 | 11.158.334.062 66 | 13.410.069.068 BB | 13.042.458.555 70 | 15.540.573.446
layanan pemerintah Layanan Publik
Berbasis Digital
(Persentase)
2160 PEDGRAM 10 335373065 10 258. 130,232 7.730.760.E62 T.598F.495.068 7.919.EB4.555 5.797.995.445 44.736.6459. 782
PENGELOLAAN
INFORMAS] DAN
EOMUNIEAS] PLABLIE
Meningkataya | PErsentace TaEE T4.59 T4.59 10.335.379.065 7459 10.258.130.232 T4.59 7.730.7e0.E62 T4.53 T.982.495.068 T4.59 T7.919.BB4.555 T4.58 B.797.999.44% BIDANG EOMUNIEAS]
pemahaman masyarakat yang DAN KEHUMASAN
masyarakat menjadl sasaram
terhadap kebijakan | penyebar
dan layansn publik informasi
mengetahui
kebijakan dam
pregram prisrtas
pemerintah dam
pemerintah dasrah
kabupaten/kota
[Dengam
Sl ok
Memningkatmya | Persentase Laporam 100 100 100 a 00 L] 100 a 100 a 100 o 100 L] EIDANG
Kualitas Felayanan | Pengaduan danm PENGELDLAAN
Infarmasi dan Faer mntaan INFORMAS]I PUBLIE,
Pengaduan Imformasi yang INFORMATIEA DAN
Masyarakat yang | ditindaklanmjuti PERSAMDIAN
Cepat dam Tanggap | [(Dengam
Satusan:Persentase]
2.16.02.2.01 Pengaelaslaan 10.335.379.065 10.258.130.232 7.730.7e0.862 T.982.495.068 7.919.EB4.555 B.797.999.445 44.226.649.782
Infermasi dan
Komunlkasi Publik
Pemrintah Daerah
Maningkatnya |enis | |emlah nam & ] & 10,335 379,065 L] 10.258.130.232 & 7.730. 760862 1] T.982.495.068 [ 7.919.884.555 1] B.797.999.445 FRANATA HUMAS
La Komunikas) | Komunkasi PFublik AHL MUDA
Publlk ke | [Dengan
Masyarakat Satwan:]enis
Layamanm})
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Masingkatnya | Pardentasa L] e ] L] L] 180 L] pi- ] L] g ] 1ng ] FRAMATA HUMAS
Lo AHLI MUDA
Layanas informasi Publik
Pablik dilaksanakan
Toen ges
St ntasa)
2R6.02.2.00 0014 | Ralasl Media 291684000 284,747 600 295680000 29T.800.000 299800, 005 401 £00.008 449,147 200
Terlaksanarya Aalis | umbah aktieitas i (+ 1z 1r n 1 12 12 PRARATA HUMAS AHLI
Mustia madia pata radia LD
yang fiefsanhi kitenia
subagal berikut: L
i dhrwar
s, dan 1. lirdaftar di
Diras Kaminfo, dan 3
akiil dalam kagiatan
ralasi mesa (Dafgan
Satvan:Laperan)
TIE02.2.00 0018 | Kamitraan 144840400 100485 800 S95. 147 980 4905 378 BSE.150.847 TEESSA.1TH 230614308
Komsnikail dengan
Eemiuniti isfermasl
Mk yar skt
Tarlaksananya | jumiah Kemunitas 1 1 1 ] 1 ] ] PRARATA HUMAS AHLI
Kamitraan dungan | isformasi yang akur MUDA
Parmangics Kagantingan | mendiseminasikan
inlermani dan bardaftar
di Dinas Keminls
|Dangan
Satuan:Kasunitas)
22802200 001F | Pelayasan informasl 25. 595,000 25738000 30970000 20470000 20570008 55.570.008 159,965 800
Pablik
TersesSanya Palayanan | jumlah parmabonss (+ 1z 1r n 1 12 12 PRARATA HUMAS AHLI
o Pubiit nfarmaki Publik yang MUDA
disubiaiban  SdEusi
paraTah paTundangan
|Dangan
Satuan:Parrohenan)
20E.02.2.00 0018 | Mesitorisg Inforsmasi 5.540.000 195 733.888 F.340.000 ‘B340.000 B340, 008 18340008 236093 888
Eabijakan, Opini,
dan Adgerasl Publik
Tarlaksananya | jomiah rakemandasi 40 240 180 2143 28 40 248 PRARATA HUMAS AHLI
Manoning Infermasi | komunitasi verhadap MUDA
Kubijakan, Opini, dan | isu  publik yang
Aspitai Pubsiit barkembang dan
winlan  agenda
knmenikasi prisvitas
Pamarintah  Daserah
|Dangan
Saitan: R kosrvintndacsd |
21£.02.2.00 0021 | Pesgalolaas Madia SBEE.135.720 EA35 B0E. 204 4876702 882 4905670, 689 4905679 6% B.519.981. 267 53 5£1.504.084

Eemunibasl Poblik
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Tarlaksananya | jJumiah madia 100 5] 100 10 LDd LDd Liixd Libnd PRARATA HUMAS AHLI
P lolaan  Midia public ik MUDA
Korrunilel Public pemarintah  daerah
pang Skilola maupun
pamantaatan media
barbayar  sakwai
& (Dingan
Saitun: Maia)
206022000022 | Panyusunes Strabagi L] 21T 43E.TE4 275.000.000 300.500.000 325000, 008 J58U000.008 LAT.4BE.764
Eemunibasl Publie
Tarlaksamanya | jJumiah  Stratagi ] 12 1 ] ] ] 12 12 PRARATA HUMAS AHLI
Panyutufan Strates | Hosusitac Publi vang MUDa
Kerrunilesl Public disusun  [Dangan
Sateiaan: Do i)
2RE.02.2.00 0028 | Panywiesan Konten TAT.030.945 B20.FLL9TE LA50.000.000 1.815.800.000 1.695.144.21% 1,686 150,000 E510.868.140
Tarlaksananya | jumiah Eantan &0 5] 100 10 LDd LDd Liixd Libnd PRARATA HUMAS AHLI
Parpusunan Komlin Infermasi  Publik MUDA
|Damgan
Satuan:Kontan]
L1603 FRAOARAM E.508. TEE.31Y EHIT.BE 194 THES 4T 454 B.A15.497 454 9. BESANT 454 10,955 497 454 FiUTe0. 136,758
Eatwrsadisas £ L] 96 L] E.508. TEE.31Y L] EHIT.BE 184 455 3.427.574.000 5.5 5.42T 574.000 a8 5.132 574.000 6.5 5. 742 574.000
Inbsrmatika
infermatika | yang barfsngsi
lam pulayaman | desgan baik (Dungan
L Satuae: Porsa ntasa)
Li6.03.2.01 64 B14.680 B 0.000 100.000.000 100.590.000 1200000, 008 1480000008 449.814.880
Pengubsiaan Mama | jumiah dokumes i i i G4 EI4.680 1 64,900,000 1 100.020.000 1 100.890.000 1 130GE0. 003 1 140 900.005 FRAMATS KOMPUTER
Damain Tulah | panatapas Mama AHLI MUDA
Demain di Lisgkup
Pamaristah Dasrah.
|[bangas
L1E.00.2.00 0004 64 B14.680 B 0,000 100.000.000 100.500.000 1200000, 008 1a80000.008 440,814 880
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Tarlakcamanya
Pungalalaan  Nama
Demain dan Sub
Demain
Panyalanggaraan
Paiveafintah Dasarah Saf
Pungalalaan  Nama
Domain  Pamenintah
i)

Jumlah  Dokumas
Pangalolaan Rama
Domain das Sub
Damain  Pamarinlah
Dasrah &irta Domain
Pamarintat Do
|Dangan

St vigary: Do i i

PRANATA EOMPUTER
Akl MUb&

L6082 E.445 983653 E.TEL.ESE 144 FALLE L] B.F15497 454 9. PESAT. 484 10,795 497 454 F353.313 878
E.445 983633 E.TEL.ESE. 144 BAIT.E74.000 5.3IT.574.000 5.002.574.008 5.602 574.008 FRAMATA KOMPUTER
AHLI MDA
TRE.03.2.00 0016 | Panyale htg araan LE61.754.000 180308200 LBE1.T54.000 1.661.754.000 1.961.754.008 2.260.754.008 E.750.113 00
puiat andali
Pamarintah Dasrah
Tarlaksananya | Jumlah  dokumas PRAMATA ECMPUTER
Pkl pusal AHL MUD&
kendali pamarintab | keadali Sangan Pusat
dasrah Data Masisnal [Dangan
St vigary: Do i i
6032000018 | Keoardina 4B.903.000 215,681 600 L] L] L] ] DE1. 993800
nyusun
danlatau
arsitektur dam peta
ramcama SPBE
Pamarintah Dasrah
Tarlaksananya | Jumiah  dokumas PRAMATA ECMPUTER
oordinas pafpuunan | arsitekiur SPEE AL MUDA
damfatay  ravie | Pamarintah  Daerah
arsitekiur dan pata | yang mamual 6 domain
Fencana SPHE | arsnaktoar dan pata
Parrsrintah Dasrah fenCang yang Suulkan
|Dangan
S wadr: Do s 4
2.06.00.2.00 8020 mbangusan LETO.EYY.SLR 1303 585,544 L] L] L] ] 1AV 263058

anjatas
Pangambangan
gk aii Khusus

yang
sesuai deangan
arsitektur dam peta
ramcama SPBE
pumerintah dssras
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Tarlaksananya | umiah apikas s 41 13 13 PRAMATA EOMPUTER
unan Sanfateu | yang  dikangus AHL MUD&
Pergembangan aplikas | Sanfatau
lehvesiaii SPRE dkambangkan sesuai
arsiaklur dad pata
reancana  SPBE
pemarintah  daarah
|Dangan
Satuan:Aplikasi]
216032008021 | Panyalanggaraan T4.ITIE00 102953000 L] L] ] ] 477253 800
Skt Iub;.ubunq
Layanan Pemurintah
Daarah
Tarlaksamamya | junlah Aplkasi SPBE 4 4 4 PRAMATA EOMPUTER
aran Satas | yang latubung dingan AHL MUD&
Penghubufg Layanan | Sdam Panghubusg
Parrasimtah Dasrah Laganan Pamarintah
Dawrah (Dengan
St Al |
216.03.2.020024 | Panyalanggaraan 65 E2O.000 L186.952.300 LEES.E0.000 31.565.520.000 3.040.520.000 3. 340 520,005 10325, 262 300
Jaringan Intra
nuu-Lll Damrah
Kab/Keta
Tarlaksananya | Jumlah perangkat n b n PRAMATA EOMPUTER
Panyalanggaraan | derah & pemerintah AHL MUD&
Jaringan intra | Kab/Esta yang
Paminntah  Dasrah | terhobung  dangan
Jaringan  Inbra
Pamarintah Daarah
EabiEota (Dengan
Satuan:Parangkat
Dasarah|
216032008030 | Penyadiaan Aksad 1422 E3O20 2155 F9E 800 L] L] L] ] 4575677120
Istarsat untek
Perangkat Dasrah
dalam rangka
punyslanggaraan
APRE
Tarlaksamamya | jumlah Perangkat Fi) Fi) n PRAMATA EOMPUTER
Panyadizan Akses | Da ] yang AHL MUD&
Intarmat  untuk | semanfaatkan akses
Parangkat  Daarah | internet Fang
dalam rangka | SsesSakan oleh Dinas
parrpalengQaraan SFEE iDemgan
Satuan:Parangkat
Drastiabi|
2RE08.2.00008) | Keardinaal L] L] FREEE LR 1317433 454 1.B1FA38. 454 2,117 425,454 4482278 502

pambangu

smsuai dang
arsitaktur das peta
FAREaSE APBE
pamurintah dasrah,
n

wErta
Eplik il Umum
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Tarlaksananya | jumiah aplkasi dhike 13 13 13 -
ran danjatis | yang  dibangun
pengambangan | danfatau
Aplitasi Khvesus yang | Skambangkan sesuai
suswal  dangan | Sefgan ketenluan st
arsitekiur dan pata | regulasi  tentang
rancana SPBE | standar taknis dan
pumirintah daerah, | prosedur pemBangunan
whita  pamanfaatan | San  pengambangan
Aplikagi Umum SPRE aplkai SPEE |Dafan
Satuan -Aghbani|
TIE03.2.02 0034 | Panyalanggaraan 200.080.000 300580000 300500, 005 S00.800.008 00, 00800
Skt Im;u:::
Layanan Pess
Dasrak dalam
i aka
ropabilitis data
dan  intagrasi
layanan
Tarlaksananya | jumlah Aplkasi SPEE ] 4 4 PRANATA ECMPUTER
aran Skbars | yang latutung dingan AHL MUDA
Penghubung Lavanan | Sdaam  Panghubusg
Parrarintah Darah Laganan Pamaristah
Daarah  (D&ngan
Satuan-Aghbani|
TAE03.2.02 0038 | Penyediaan Aksas 2.420.500.000 1.470.500.000 2,345 500,008 2.075.500.008 E.236. 500,000
Istamat
Tarlaksananya | jumiah  Parangkat k- 35 42 PRANATA ECMPUTER
Panyadizan Akses | Daarah dan UPTD yang AHL MUDA
Intarsat  untuk | semanfaatkan akees
Parangkat  Dasrah | internet Fang
dalam  rangka | Scesakan oleh Dinas
garsanSPEE | |Dengan
Latuan:Parangkat
I
TIE03PO3 00T | Kaordinaal 3060080000 300580000 300500, 005 S00.800.008 B0, 008800
panyusunan
tats kalola
muliputi
Tarlaksananya | jumiah dokumes 1 1 1 -

kabjak rata kilala

leabijakan tata kilola
SPBE  maliputi
arsitakiur, pata
FENCANG, prises DEni,
SEfla  panyusuRan
FENCING SN NQgaran
SFEE  Pamarintah

SFEE  meliputi
arsitektur, pala
fenCan, presad DEn,
EAFla pRAyUSUAS
fefCana Saf aNggaran
SPEE  Pamarintah
Daarah  (Dengan
St wigan: Do ivuin i
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ya b siber d h Hasil Evalwasi T4 &1.508.000 116. 541000 (] (] o (]
Pelaksanaan
lan wntuk
Batam
[PERANGEAT
DAERAH]
rria2 FROGRAM 61, B0E.000 134.E25.400 33T.581.300 JTL3AT.540 3.4300.000. 005 4.4500000.008 4.395.312 340
FEM
PERSANDIAR WRTUK
FEROGAMARAMN
FORMASI
Masingkatnya | Tisghat Keslagan 297 61, B0E.000 116640000 L] L] L] ] DANG
ng nan
Infarmasi
Pamurintah gas
Satmas:NILAIL)
EXA02.3.00 59, BE.000 134.E25.400 331 E31.300 3BE.114.540 2.1500000. 605 4. 1500800.008 3843.5T8. 340
Pangamanan
Infarmasi
Pamaristalh Daarah
RabupatenKota
Panyalenggaraan | Parsentada 100 59, BE.000 116640000 L] L] L] ] SANDIMAN AHMLI
Parsandi ustuk | Parangkat dasrah MUDA
Fan nan |yang tulah
Infarmasi kam i
Pamaristah Dasrah | dalam Remuskasi
Kabupatan/Kota Parangkat Dasrah
iDangas
“LHH
22002.2.00000% | Felaksanaam 39.004.000 B.ESE.000 a a [ L] 44.860.900
Emamanas Isformasi
Famarintakan
o h
Eabupaten/Keta
Barbals Elaktrenik
dan Won Bekbronik
Tarlaksamnanya [ jumiah Laporam 1 SANDBMAN AHLI MUDA
Kuamanan Infermasi | Pudcanaan Faamanan
Pemirintahan Dagrah | inlermasi Pemerintaban
Kabupateniketa | Deerah Kibupatenom
Barabaiis Eaktronic | Barbask Blektenik fan
dan Men Elakirenik Men Eliktrenic (Dangan
Satuan:Lapsran)
230.02.3.00 8004 | Penyelaan Layasan 20.684.000 106.TE5.000 L] L] [ L] 137 569 000
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TirseSarya Layanan | jumlah  Parangkat 45 a5 SANDIMAN SHLI MUD&
Kuamanan infermasi | Dasrah yang Telah
uatuk  Parangkat | Manggonakan Layanan
Dasrah & Tingkat | Esamanan infermasi
Kabup alin/Esta iDaagan
Satuan:Parangkat
Dssiabi|
TILO2.300 0008 | Palakaa L] L] 35 BE6.400 59475040 1296721000 1272 339.068 L5708 440
Bidm anas
FPamarintaban
Daarah Barbasis
Elsktronik dan Maon
Elaktrasik
Tarlaksananya | Jumlah Laporam SANDIMAN SHLI MUD&
Kuamanan infermasi | Pudcanaan Eaamanan
Pemirintahan Daerah | nleimasi Pemeintahan
Bartuiis Bukcwonik San | Dawrab  Previngi
s Ebgktrenik Barbasis Elktroni San
Wen Elghrrenic (Dengan
Satuan:Lagstan)
E30.02.3.00 8007 L] L] 296.945.000 326639500 HPEE39.500 2,300 151430 50 124000
Pamirintah Dasrah
TerseSarya Layanan | jumiah  Parangkat SANDIMAN SHLI MUD&
Kuamanan infermasi | Dasrah yang Telah
dan Persandian | Manggunakan Layanan
Parratintah Disarah Kdamanan Infermasi
dan  Parsandian
|Dangan
Satuan:Parangkat
Drastiabi|
E20.02.3.00 9008 ['] 1B.184.400 ['] ['] HPEE39.500 STEED.500 344 825900
Ditatapkannya | jumlah Kabijakan Tata -
Kubijakan Tats Kubila | Kelsla Eeamanan
Kuamanan infermasi | informasi  dan
dan  Persandian | Pesandian Pamerintah
Parrasintah Disarah Daurah yang
Dietapkan bk Borusa
Paraturan Oubsrnur
Képulusan OJubimur
maupun Narma,
Seansar, Praader dan
Eribaria yang digunakan
sabagai parduan dalass
manjalankan
panyalanggaraan
parsandian  (Dangan
St viaars: Do Ve )
EXLO2.263 1,684,000 L] 4.T30.000 5200000 1.250.000.008 305.000.005 1281, 7R3 000
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Jumlak Parasgkat L] 45 1.686.000 L] L] L] 45 ] 45 ] SANDIMAN AHLI
Damrah amg MUDA
rhubung dalam
jaring komsnikasi
sandi [Dengas
Satuan: ghat
Daarahj
23002 200 5001 1.684.000 L] L] L] ] ] 1.806.000
Tarlaksananya | Jumlah Perangkat 45 45 SAMDIMAN AHLI MUDA
Oparasisaliasi Jaring | Dasrah yang
Kemunikasi  Sandi | Tertubusg dalam jaring
Pamirintah  Daarah | Kemunikasi  Sandi
Kabupaten/Eota |Damgan
Satuan:Parangkat
I
231.02.2.00000F | Oparasional &l o L] A.T30.000 5.193.000 1.250.000. 008 300000008 1259 955 000
Layanan Keamanan
] asi dan
Parsandian
Pamurintah Dasurah
Tarlaksananya | jumsiah Operasionasasi 45 45 SAMDIMAN AHLI MUDA
Operasionalisasi | Layanan Keamanan
Laganan Keamanan | Iaformasi  dan
Infermasi  dan | Pesindan Paseriniah
Persadian Pemorniah | Daoerah  bérdadarcas
Dairab pamataan pola
hubsngan karunikai
sandi  pamarintah
Daarab, (Dangan
Satuan:Eagialan )
mﬁmﬂ.ﬂh‘tml Kualitas Penyel 40 50 o 13.200.000 o o =0 o 30 o
Sebtoral
a0 FROOGRAM AST. FaEL000 43 FIe000 BS0.000.000 TOOLSE0.000 D50000. 003 1.600.000.008 25505180800
FEM
STATISTIK SEXTORAL
&0 45 L] 15 BEEL000 L] L] ag ] @0 ] BIDANG MAMAJEMEN
kutarsediaan data DATA DAN STATISTIEK
tEEtie Saktoral
] apat
[ dibagipakaikas
whtuk masdukesng | untek mesdukeng
par dan | p dan
svaluasi avaluasi
ngusan b unams
(Dasgas
P ntasa
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TR .tﬁii.:lflll ASF.FeS.000 A1 F30.000 B50L0E0.000 POOUGE0. 000 D5 0G0, 003 1.500.500.008 2580518800
Saa| di
Lisgksp Dasrah
Kabupatunkota
Panyalangga n | jemiah Predusas 4 a 15.B00.000 L] L] ] ] ATATISTISL  AHLI
Staciseik Saktoral di MUDA
Limgksp Daarah
2.29.02.2.001.8010 14,120,000 13,600,000 L o L] L] 790000
yang sesmal dangan
Primsip Sakts Data
Isdonicila
Terwujudiga Stanimic | jumlah  kegiatan & STATISTIS AHL MUDA
Sukberal yang sasusi | aatstk skl vang
dungan Prinsip Sate | telah  dilengkapi
Chata Ifadervrkia maladata |Dungan
St Do ivuin i
T30.02.3.008011 | Pelaksanaan Predes o 15.B05.000 L] L] ] ] 13. 805 000
] L1
Sa 1
S amedar
Terlaksananya Proses | jumlah  Stavistik & STATISTIS AHL MUDA
Binr Statahb Sekiood Saktaral yang sudakb
Sisuai Standar PRl kot aki
dari Pembina Data
Statistic  [Dangas
St Do ivmin i)
230.02.2.00 8017 | Pangalelaas 3T.963.000 15,138,000 L] L] ] ] 53,083 900
Eaghatan Statkrik
Sakroral B
Slstam  Stat
Mol
Maningkatnya | Parsentase kogiatan a0 STATISTIS AHLI MUK
Pengiloain Kegiatan | aatstk sl yang
Statistik  Sektaral tudah merdapatkan
Dalam Swtam Statistk | reksmendasi  dari
Masional patsbita dala sLalistik
|y Saitasia e S
220.02.2.01 0018 | Peamasuhan Prisdip o L 200.000.000 1500000, 000 J00000. 003 T50000.000 50000000
Sabs Data Indesasia
TirseSarya Statictie | Parsentaie kegiatan STATISTIS AHLI MUK
Saktaral yang | matatie sekioral yang
marrafuhi Prissip Sate | telah  mamanohi
Dt Irdewirkia itandar  data
matadata
nlanopirabilitas data
dah kode relarensi
danfatau data induk
| Dy Saitasiare
TI0.02.2.00.8018 | Peni Kualitas 105, Téd. 000 L] L] L] ] ] 195, Pk 000
Sraniskik
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Munitghatipa Kualtas | Parsestace kegiatan ] 50 STATISTES AHLI MUDA,
Statitlk Sektonl slatitic sekloral yang
basdiga dapal Sakeis
slah pangguna St
| ety Satasiac S
23802 3008020 | Pangingkatan L] L] 250080000 300850000 350850 008 AB3.S00.008 B0 008 500
Kapasitas
Eslambagaan
Seatistik Saktoral
Maningkatnya | jumlah pegawai yang 1 10 ] 14 16 STATISTES AHLI MUDA,
Statit Sektonl i Bidang slatistik
| Drrgpas Satusatc Cxasey|
238.02.2.00 0021 | Peliksanaan Proses L] L] 200.080.000 250500000 3000000, 003 A50.000.008 150008000
Bisnia 3¢ 13
Sukteral Sesual
Seasedar
Terlaksananya Prosis | Parsestace kegiatan 1 ] ] 14 16 STATISTES AHLI MUDA,
Biwnr Statolih Sehborad statistik yang
Sesuai Sardar dlangapi  dokumin
parafCanian kagiatan
statistie  sakraral
|Dungan Saluan-%)
Meningkatkan efisiersi dani efektivitas | Indeks Kepuasan 9118 91.50 | 91.38 | 17.736.437.606 | 91.41 | 1E.73B.4T4.773 | 51.44 | 17.551.055.957 | 91.47 | 17.382.312.957 | 91.50 | 17.600.675.957 | 91.54 | 17.317.733.957
pelay P intakan di Dinas ikasi Dinas
dan Informatika Kota Batam Kamunikasi dan
Informatikca Eota
B m ]
Imdeks]
FELY L FROGRAM 17792447608 15.801.554.175 A7 705 EIE. 45T 17260085 45T 17756448457 17,395 506457 [ ESTRICELLY
PENUMjANG
Isdaks Palayanas TE,EL 78,81 TEEL 17.736.437.608 TRl 18.729.060.37% TrEL L7529 r93.45T T8 11 17.360.550.457 | TEEL AT.5TRHIN.45T | TRI1 AT 295971457 SEKRETARIAT
Eansskratariatan PO
alj
Mamingkatnya | Hilai SAKIF PO TLe0 Ta.60 TrES L] T4.80 B.573.400 Téga 21762500 Tr.Ea 1762500 | TEED T1TE2.500 | S000 TLTEL. 500 SEKRETARIAT
m&- kinarja | (Dangas
purangkat dasrah | Sateas:Nilai}
Li01.2a1 L] 16433 800 45535 000 AR SIS 000 PRGN 525,008 148,997 800
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Piriestaie dekumman 7160 TE.60 1) a TiE0 #.575.400 T4.80 21762500 T80 21761500 | TE&D T17TE2.508 | TR.EO A TE1.500 FEREMCAMA AHLI
perencanaan, MUDA
panga dan
avaluasi  yan
- LarsUSUn  SEEUE
Esmunikasi dan Lakapan dam
sfermantiba aktu (B
PERSENT,
TIE0L200 0001 | Panyu o #.575.400 21.762.500 21.7E2.500 21.763.508 1761500 74,660,900
ks
arencinaan
[Parasghat Daurah
Tersusuniga Dokumen | Jumiah  Dokumas 3 3 2 2 2 2 3 PEREMCARA AHL MUDA
Patintan s Parangial
Dasrat
L16.01.2.00 00T o T.04%.400 21.762.500 21.7E2.500 21.763.508 1761500 72356900
Tarlaksararya Evaluasd | Jumilah  Laporans -
Kitirja Perangkat | Evaluasi  Kinerja
Duairat Perangkat Daarah
|Dangan
Satuan:Lapsian)
L0130 Administraai LE.089 167 004 L7352 564,473 16,275 564,475 15.35F 364,475 18,275 364,473 15,353 364.4T3 EI 344,634 898
Eawa Parangkat
Tarlaksamasya | Periantiee 100 B ] 1) LE.00E.157 004 180 L7296 5594.473 180 16,219 554,475 180 15.296. 354,473 g 18.219.354.4T3 1ng 15,298 354,473 U8 BAGIAN UMUM
layaman adminktrasi ang massrima AN KE
keuangan L.u.. admissitrass
ksuangas [Dengas
Situis: P ntasa)
TUE01.2.03 9001 | Penyedisin Gajl dan LE.00E.157 004 A7.296. 554.475 16,219 554,475 16.296.354.475 16.219 354.475 16.296 354.473 B20E4. 574896
Tunjasgan ASH
TerseSanya Gaji dan | Jumlah Orang yahg ar s @b 105 LG L5 b 0.1 ARALIS KEUANGAN
Tumangan ASK Manarima Oaji dan PEMERINTAH DAERAH
Tunjangan ASH
|Dangan
Satuan -Crangadan|
RE01 2000002 | Panyadiaan 58015000 S8.018.000 SE.010.000 SE.810.000 BE810. 008 & 810.008 180,058 800
Tarswdianya il Dokumsan Hasil 1 1 1 ] ] ] ] ] ARALIS KEUANGAN
Administrasi Panysdiaan PEMERINTAH DAERAH
Palaksanaan Tegas 450 | Adminiscrasi
Pulaksaraan Togas ASK
|Dangan
Satuan Dok sy
L6.01.3.08 Administraai a L] 151 FI8.000 4728000 151.738.008 T4 728,000 378184000
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Tarlaksamamya mﬂlﬁ irs L] 175 L] 175 T4.TI8.000 ms TATI8.000 ns TATI0.008 1.5 T4 T28.00H SUB BAGIAN UMUM
paniagkatan |ditisgkatkas DAN KEPFEGAWALAH
ompatenss ASH kompatansinya
[Dban
LI
26.01.2.05 8002 | Pespedeas Pakalan L] L] TE.080.000 L] FEE00. 008 L] 154,008 500
Dinas beserta
AtriBut
Falanghiapaseya
Tenmsadianya Pakaian | jomlah Paket Pakaian k k SUB BAGLAN UMM DAH
Dina bisarta Srigut | Dinds besera St Fadeunt Pakat KEFECAWAIAN
Kbieg b Balingkapan (Durgan
S v : a1y
206.01.2.05.0000 | Pandidik d L] L] T4 TIE.000 FATIE.000 TATIE. 008 T4.728.008 4. 1B4.800
Palatihas
Bardasarkan
rn—
Terlaksamanya | jumiah Pagawai bl 14 14 14 14 14 SUE BAGLAN UMUM DAN
Pendidikan dan | Bedasarten Tuges dan EEPECAWAIAN
Pulatihan  Pagawai | Fusgsi yang Mingieti
Berdasarkan Tugas dan | Pendidikan damn
Fusgsi Palatinan  |Dungan
Satean -Ovang)
116.01.2.08 Administrasi Umon 205, THT.800 TTE.ELL10O A26.409.064 ATEA09.064 26409, 064 326409084 1963856092
Paramghat Daeras
Tarlaksamamys | Parsantada 166 08 FHT AG0 180 TREELD 108 A8 EELE N A8 316 409 064 ELL 36 409 084 Ana 33 409 084 AUE BAGIAK UMUM
Mayasan adminktrasl | Pemasuhas [DAN KEPEQAWALEM
mmum Dinas | Pelayanan Umum
Esmunlkasi dan | Pekestoran (Dengas
lsformatika Sty Poria ntasa)
6012060001 | Panyadiaan 4542600 10,009,000 100021.000 1ouedl.000 Loued]. 008 10082 100 44.624 800
Tirsiefanys Komgoran | Jumiah Pakat 1 1 ] ] ] ] SUB BADLAN UMM DAN
instalasi Esmpanan  Ieklalasi KEFECAWAIAN
Listrik/Penarangan | Listrik/Panarangan
Bangusan Fantar Banguran Kanlor yang
Disadiakan (Dungan
S v : a1y
26012080002 | Panyediaan S5.EEV.200 BE.133. 106 BE.134.064 BE.134.064 BE.134.084 BE_134.084 480,430 492
Paralatan dan
Partasgkapan Kamar
Tirsidiarys Paralitan | jurmish Pakat Peralitas 4 4 4 4 4 4 SUB BAGLAN UMM DAN
dan  Perlengkagas | dan  Perlengkagan KEPECAMWALAN
Kariler Kanbor yang Dissakan
| D St Pty
20E.01.3.08 2004 4.005.000 5.030.000 5.080.000 S.000.000 5000, 003 5.000.008 24.008 800

Penyadiaan Bahan
Kanitsr
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Tursadianya Bahan | Jumiah Pakat Bahan 1 1 1 ] 1 SUB BAGLSN UMUM DAN
Logitik Kanlor Logitik Kantor yarg KEPEGANAIAN
Disadiakan (Dangas
St Pt
TRE.01.2.08 0005 | Pesyediass Barang 45 59E. 000 EEE N 14.I74.000 14.374.000 14.374.008 14.274.008 136, 084800
Cutakam dan
Fasggandaas
Tarsidianya Bararg | Jomlah Paket Barang T 2 T 2 1 SUB BAGLIAN UMM DAN
Catakan dan | Catakan dan KEPEGANAIAN
Panggandaan Finggandaan pang
Disadiakan [Dangas
St Pt
21E.01.2.06.0008 | Panyalanggaraan 98,032,000 B2F.T35.400 2100580000 210.980.000 2100980, 008 210.980.008 1354, Pos 400
Rapat Kosrdinasi
dan Komsulail SKPD
Tarlakcamnanya | jumiak Lapoaram 1r 12 1r 12 12 SUE BAGLAN UMM DAN
ik aafi Fs ardant Rapat EEPECAWAIAN
Eosrdinasi dan | Eaordinasi das
Konsultasi SKPD | Kossultasi  SKPD
iDamagan
Satuan:Lapsran]
L16.01.2.067 LA28.4TT.00F 325 340800 S92 245.000 346.502.000 ST 245008 251 303,008 2985, 808 802
Parsentase realisasi 100 B ] 1] LA28.4TT.00F 325 340800 S92 245.000 346.502.000 1ng ST 245,008 0o 231 303,008 U8 BAGIAN UMUM
pungadaan Barang DAN KEPEGAWALRM
milik dasrah sasuai
|Bangas
St P
6012070001 | Pangadaan 484 05,000 L] L] L] ] ] 484095500
Eandaraan
Perorasgas Dimas
atau  Kan
Dinas jabatas
Tarsadisrya Kintaaan | jurmish Ust Betdiraan 1 1 SUB BAGLIAN UMM DAN
Perarangan Dinas ata | Perorangan Dinas ataw KEPECANAIAN
Kendaraan Dinas | Eendaraan  Dimas
|abatan Jabatan yang
Disadiakan [(Dangas
Satuan:Unit)
216.01.2.07 0002 o L] 360,942 000 L] IB0.942. 008 ] TI1.884.800
Tarsidiarya Kindaraan | jurmiah Usit Basdaraan ] SUB BAGIAN UMM DAN
Dinas Opdrasianal stau | Dirdd Opiratosal alau KEPECAWAIAN
Lapangan Lapangan yang
Disadiakan [(Dangan
Satuan:Unit)
TRE.01.2.07. 00058 | Pengedaan Mabel BT 208000 L] L] 115.399.000 ] ] 102,407 800
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T iadicaroya Misbud Jurslah Pakel Ml L] SUB BAGLAN UMUM DAN
Fpang Disediakan EEPECAWALAH
|Dungan Satuan-Uni
26012070006 | Pangad .1 H56.174.001 325 340800 231 580000 251 303000 251 393008 231 303,008 L577.423.802
Paralatan dan Masin
Lassnya
Tirsidiarpa Paralitan | jumiah Unit Peralatan m 0 n n SUB BAGLAN UMUM DAN
dan Mikin Laifrya ) Mk Lainfra yang KEPECAMWAIAN
Disadiakan (Dangan
e :Livit]
L16.01.3.08 Pasyediaan Jaia 2B.500.800 B 100,000 51 T81.9%0 51381 930 101 991.938 100 301900 239,176 580
Penusjang Wrus
n
[ raalisaii B ] 1] 2B.508.800 B. 100000 51 TE1.930 51381930 1ng 101 961. 938 1ng 100 301900 U8 BAGIARN UMUM
panyediaas jaia DAN KEPEQAWALRM
pusunj
pEremcamaan
[Bangan
“LHH
L16.01.2.08 0008 | Pasyediaan | B.218.000 B. 200,000 B.ZA0.000 BT0.000 SE.530.008 56 530,000 #1.660.000
Komunikail, Sumbar
[Darga Al dan Ustrik
Tarsadianya jasa [ jumiak Laporam iz 1r 12 12 SUH BAGLAN UMLIM DAN
Komenikasi, Sumber | Penyediaan  |asa KEPECAMWAIAN
Daya & dan Litik Kemunikasi, Sumbar
Daya Air San Lisirik
pang Disediakan
|Dangan
Satuan:Lapsran)
22.500.800 L] 45071920 ASETL A0 ALSTLATS A5 ST1.8D 157,516 580
Tarsadianya |asa | Jumlah  Laporas 1 1 ] ] SUB BAGLAN UMUM DAN
Palayaman Umum | Fenyediaan  |asa KEPECAMWAIAN
Kamsr Palaganas Umums
Kantor yang Dissakan
|Dangan
Satuan:Lapsran)
1601208 Famuailiharaan 339 495,000 322 .595.000 265.75.000 265.275.000 265.375.000 265 375,000 LAST. 715900
ilik Dawrah
Parsantaia Barang 08 bi-) 339 495,000 332 ¥95.000 2E5.I7S.000 285.275.000 Aga 285.375.008 Aga 265 375.008 U BADIAN UMUM

Milik Dasrab yang
dip r dan
barfwn dungan
Balk ‘“Ll-n?ln
St P ntasa
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LI6.01.2.09.0001 | Pasyediaan Jada 63, TE0.000 T1.480.000 65.TE0.000 BETED.000 BETED. 008 BA.TA0.008 3366000000
Pamuliharaan, Blaya
Pamaliharaas, dan
Pajak Kan
Perorasgas Dismas
atau Kendaraan
Dinai jabataes
Tarsadianya |jasa | Jumlah  Eendasaan 1 ] SUB BADLAN UMUM DAN
Pemalitaraan, Biaya | Farorangan Dinas ke KEPECAWAIAN
Pamaliharaan das | Keadarasn  Disas
Pajak  Kendaraan | jabatan yang Dipeitars
Peraratgan Dinas atas | dam  dibayarkan
Kendaraan Dimas | Pajaknya  (Dengan
jabatan S v - Liit]
L16.01.2.09.8002 | Pasyediaan | 240.385.000 174.545.000 144 685000 144 6£5.000 14 gES. 000 144 665,000 E48. 905000
Pamaliharaan, Blaya
Pamaliharaan, Pajak
d izinan
Eesdaraan Dinas
Opuerasional atau
Tarsadianyas |asa | jumiah Eendaraas 1 5 SUB BAGLAN UMM DAN
Pemalitaraan, Biaya | Dirds Operasional st KEPECAWAIAN
Pumalibaraan, Pajak | Lapangan  yamg
dan  Parizinan | Dipalihara an
Kendaraan as | dSbayarkan Pajak dan
Operasional ataw | Ferizirantps (Desgan
Lapangas Satuan:Unil)
TIE01.2.090008 | Pamaliharaan 35,558,000 TE.ETe000 56.630.000 SE.830.000 SE.530.000 56 830.008 1822100000
Paralatan dan Makin
Las=nya
Tarlaksananya | jomlah Peralitan dan E5 b SUB BADLAN UMUM DAN
Perralitaraan Pailatan | Midin Lainnya yang KEPECAWAIAN
dan Mucif Liaferpa Digalihara [Dangan
St uiani U]
TOTAL: 54.856.012.98% E.065.055. 948 34.089 648,155 35519995 499 39,911 530,448 44179803 557 | LB6 351043030
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4.2. Uraian Program

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memiliki 5 (lima) Program yang

akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.4 Uraian Program

No Program Indikator Definisi Operasional
1 | Program Nilai SAKIP PD Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan
Penunjang Informatika Kota Batam (Penilaian
Urusan dilakukan oleh Inspektorat Kota Batam)
Pemerintahan
Indeks Pelayanan | Berdasarkan PermenPAN-RB No. 14
D h . o
aera Kesekretariatan PD tahun 2017, dihitung menggunakan
Kab ten /Kot . .
abupaten/Kota formulasi berikut :
: Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur
T = ( Jumlah Responden x Jumlah Unsur ) 2
2 | Program Persentase masyarakat yang Survey Kepuasan Masyarakat
Pengelolaan menjadi sasaran penyebaran berdasarkan Permenpan RB no. 14
Informasi Dan informasi publik, mengetahui Tahun 2017
Komunikasi kebijakan dan program
Publik prioritas  pemerintah dan
pemerintah daerah
kabupaten /kota
Persentase Laporan Jumlah Laporan Pengaduan dan Permintaan
. Infarmasi yang ditindaklanjuti X 100%
Pengaduan dan Permintaan Jumlah Laporan Pengaduan dan Permintaan Informasi
Informasi yang
ditindaklanjuti
3 | Program Tingkat Ketersediaan Aplikasi o ) )
) . Jumlah aplikasi yang terintegrasi
Pengelolaan Informatika yang berfungsi — x 100 %
Jumlah aplikasi
Aplikasi dengan baik
Informatika
4 | Program Persentase ketersediaan data Jumlah ketersediaan data Statistik Sektoral yang
L dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan
Penyelenggaraan | Statistik Sektoral yang dapat dan evaluasi pembangunan Daerah 100 %
o s . . . Jumlah data Statistik Sektoral yang dapat
Statistik Sektoral dlbaglpakalkan untuk dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan
mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah
evaluasi pembangunan
Daerah
S | Program Tingkat Kesiapan | Penilaian dilakukan oleh BSSN
Penyelenggaraan | Pengamanan Informasi

Persandian untuk
Pengamanan

Informasi

Pemerintah Daerah
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4.3.

Uraian Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memiliki 13 (tiga belas) Kegiatan

yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.4 Uraian Kegiatan

No Kegiatan Indikator Definisi Operasional
1 | Kegiatan Perencanaan, | Persentase dokumen | Jumlahdokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu x 100 %
Penganggaran, dan perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan
Evaluasi Kinerja penganggaran, dan
Perangkat Daerah evaluasi yang tersusun
sesuai dengan tahapan
dan waktu
2 | Kegiatan Administrasi | Persentase pegawai yang | jymiah pegawaiyang menerima layanan
Keuangan Perangkat menerima layanan administrasi keuangan x 100 %
Jumlah pegawai
Daerah administrasi keuangan
3 | Kegiatan Administrasi | Persentase ASN yang Jumiah ASN yang mengikuti pelatihan 00
Kepegawaian ditingkatkan Jumlah ASN
Perangkat Daerah kompetensinya
4 | Kegiatan Administrasi | Persentase Pemenuhan
Umum Perangkat Pelayanan Umum
Daerah Perkantoran
S | Kegiatan Pengadaan Persentase realisasi Jumlah pengadaan barang 100%
Barang Milik Daerah pengadaan barang milik | Jumlah perencanaan pengadaan barang
Penunjang Urusan daerah sesuai rencana
Pemerintah Daerah kebutuhan
6 | Kegiatan Penyediaan Persentase realisasi Jumlah penyediaan jasa penunjang < 100 %
Jumlah perencanaan penyediaan jasa penunjang
Jasa Penunjang penyediaan jasa
Urusan Pemerintahan | penunjang sesuai
Daerah perencanaan
7 | Kegiatan Persentase barang milik | ;ymjan barang milik daerah yang dipelihara .
Pemeliharaan Barang | daerah yang dipelihara Jumlah barang
Milik Daerah dan berfungsi dengan
Penunjang Urusan baik
Pemerintahan Daerah
8 | Kegiatan Pengelolaan Cakupan (Persentase) | Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran
Informasi dan kecamatan yang penyff:nrlzr; i;:s;::r’?umik x100%
Komunikasi Publik menjadi sasaran
Pemerintah Daerah penyebaran informasi
Kabupaten /Kota publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota
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No Kegiatan Indikator Definisi Operasional

9 | Kegiatan Pengelolaan Jumlah dokumen | Jumlah dokumen penetapan Nama
Nama Domain yang penetapan Nama | Domain di Lingkup Pemerintah Kota
telah Ditetapkan oleh | Domain di  Lingkup | Batam
Pemerintah Pusat dan | Pemerintah Daerah.
Sub Domain di
Lingkup Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

10 | Kegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen  e- | Jumlah Dokumen e-government Di
e-government Di government Di Lingkup | Lingkup Pemerintah Daerah Kota Batam
Lingkup Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota

11 | Kegiatan Jumlah Produsen Data | Jumlah Produsen Data yang
Penyelenggaraan yang menyediakan Data | menyediakan Data Statistik Sektoral
Statistik Sektoral di Statistik Sektoral
lingkup Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

12 | Kegiatan Persentase perangkat Jumlah perangkat daerah yang telah
Penyelenggaraan daerah yang telah menggﬂj::g ;Zr::r:;s;ija?;unikasi x100%
Persandian untuk menggunakan sandi
Pengamanan dalam komunikasi
Informasi Pemerintah | Perangkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota

13 | Kegiatan Penetapan Jumlah Perangkat | Jumlah Perangkat Daerah  yang

Pola Hubungan
Komunikasi Sandi
Antar Perangkat
Daerah

Kabupaten /Kota

Daerah yang terhubung
dalam jaring komunikasi

sandi

terhubung dalam jaring komunikasi

sandi
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4.4. Uraian Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memiliki 38 (tiga puluh delapan)

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.4 Uraian Sub Kegiatan

No

Sub Kegiatan

Indikator

Definisi Operasional

Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Batam

yang disusun

2 | Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN di Dinas Komunikasi dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN (Dengan | Informatika Kota Batam

Satuan:Orang/bulan)

3 | Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Penyediaan Administrasi Jum%al'l D(')kumen Hasil = Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN A<f1m1n1stras1 'Pele'lksanaan Tug.as ASN
Pelaksanaan Tugas (Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
ASN Satuan:Dokumen) Batam

4 | Sub Kegiatan Jumlah Pegawai | Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas dan | Informatika Kota Batam yang Mengikuti
Pelatihan Pegawai Fungsi yang Mengikuti | Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Tugas Pendidikan dan
dan Fungsi Pelatihan

S | Sub Kegiatan Jumlah Paket Komponen | Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen | Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Instalasi Listrik /Penerangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang | Batam
Bangunan Kantor Disediakan

6 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Peralatan | Penyediaan Jasa | Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dan Perlengkapan Peralatan dan | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Kantor Perlengkapan Kantor | Batam

yang Disediakan

7 | Sub Kegiatan Jumlah Paket Bahan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Logistik Kantor Disediakan Batam

8 | Sub Kegiatan Jumlah Paket Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan | Penggandaan Dinas Komunikasi dan
Cetakan dan Penggandaan yang | Informatika Kota Batam
Penggandaan Disediakan

9 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam
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No

Sub Kegiatan

Indikator

Definisi Operasional

10

Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas
atau kendaraan dinas

jabatan

jumlah unit kendaraan
perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan

yang disediakan

jumlah unit kendaraan perorangan dinas
atau kendaraan dinas jabatan yang
diadakan di

Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam

11

Sub Kegiatan

Pengadaan Kendaraan

jumlah unit kendaraan

dinas operasional atau

jumlah unit kendaraan dinas operasional

atau lapangan yang diadakan di Dinas

Perorangan Dinas lapangan yang | Komunikasi dan Informatika Kota Batam
operasional atau disediakan
lapangan

12 | Sub Kegiatan Jumlah paket Mebel | Jumlah paket Mebel Dinas Komunikasi
Pengadaan Mebel yang disediakan dan Informatika Kota Batam

13 | Sub Kegiatan Jumlah unit peralatan | Jumlah unit peralatan dan mesin

Pengadaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

dan mesin lainnya yang
disediakan

lainnya yang diadakan di Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam

14 | Sub Kegiatan Jumlah laporan | Jumlah laporan  penyediaan jasa
Penyediaan Jasa penyediaan jasa | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang | Batam

disediakan

15 | Sub Kegiatan Jumlah laporan | Jumlah laporan  penyediaan jasa

Penyediaan Jasa penyediaan jasa | pelayanan umum kantor Dinas

Pelayanan Umum

Kantor

pelayanan umum kantor

yang disediakan

Komunikasi dan Informatika Kota Batam

16

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan

Pajaknya

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya di
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam

17

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau

Lapangan

Jumlah Kendaraan dinas
operasional atau
lapangan yang dipelihara
dan dibayarkan pajak

dan perizinannya

Jumlah Kendaraan dinas operasional
atau lapangan yang dipelihara dan
dibayarkan pajak dan perizinannya di
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam

18

Sub Kegiatan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

Lainnya

Jumlah Peralatan dan

mesin  lainnya yang

dipelihara

Jumlah Peralatan dan mesin lainnya
yang dipelihara di Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam
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No Sub Kegiatan Indikator Definisi Operasional

19 | Sub Kegiatan Jumlah Konten | Jumlah Konten informasi publik di Dinas
Penyusunan Konten informasi publik Komunikasi dan Informatika Kota Batam

20 | Sub Kegiatan Jumlah media | Jumlah media komunikasi publik milik

Pengelolaan Media

Komunikasi Publik

komunikasi publik milik

pemerintah daerah yang

pemerintah daerah yang dikelola maupun

pemanfaatan media berbayar sesuai

dikelola maupun | kriteria/juknis di Dinas Komunikasi dan
pemanfaatan media | Informatika Kota Batam
berbayar sesuai
kriteria/juknis
21 | Sub Kegiatan Jumlah rekomendasi | Jumlah rekomendasi komunikasi

Monitoring Informasi
Kebijakan, Opini, dan
Aspirasi Publik

komunikasi terhadap isu
publik yang berkembang
usulan

dan agenda

komunikasi prioritas

Pemerintah Daerah

terhadap isu publik yang berkembang
dan usulan agenda komunikasi prioritas

Pemerintah Daerah

22

Sub Kegiatan Relasi
Media

Jumlah aktivitas relasi

media kepada media

yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:
1.terverifikasi dewan
pers, dan

2.terdaftar di  Dinas

Kominfo, dan
3. aktif dalam kegiatan

relasi media

Jumlah aktivitas relasi media kepada
media di Komunikasi dan Informatika

Kota Batam

23

Sub Kegiatan
Kemitraan
Komunikasi dengan
Komunitas Informasi

Masyarakat

Jumlah Komunitas
Informasi yang  Aktif
Mendiseminasikan

Informasi dan Terdaftar

di Dinas Kominfo

Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif

Mendiseminasikan Informasi dan

Terdaftar di Dinas Kominfo Kota Batam

24

Sub Kegiatan
Pelayanan Informasi

Publik

Jumlah permohonan
Informasi Publik yang
diselesaikan sesuai

peraturan perundangan

Jumlah permohonan Informasi Publik
yang diselesaikan sesuai peraturan

perundangan

25

Sub Kegiatan
Penyusunan Strategi

Komunikasi Publik

Jumlah permohonan
Informasi Publik yang
diselesaikan sesuai

peraturan perundangan

Jumlah permohonan Informasi Publik

yang diselesaikan sesuai peraturan

perundangan

26

Sub Kegiatan
Pengelolaan Nama
Domain dan Sub
Domain

Penyelenggaraan

Jumlah Dokumen

Pengelolaan Nama
Domain dan Sub Domain
Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan

Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama

Domain dan Sub Domain

Penyelenggaraan Pemerintah di

Pemerintah Kota Batam
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No Sub Kegiatan Indikator Definisi Operasional
Pemerintah Daerah Pengelolaan Nama
dan Pengelolaan Nama | Domain Pemerintah
Domain Pemerintah Desa
Desa

27 | Sub Kegiatan Jumlah Dokumen | Jumlah Dokumen keterhubungan pusat
Penyelenggaraan keterhubungan pusat | kendali dengan Pusat Data Nasional
pusat kendali kendali dengan Pusat
Pemerintah Daerah Data Nasional

28 | Sub Kegiatan Jumlah Perangkat | Jumlah  Perangkat Daerah  yang
Penyediaan Akses Daerah yang | memanfaatkan akses internet yang
Internet untuk memanfaatkan akses | disediakan  oleh = Komunikasi dan

Perangkat Daerah

internet yang disediakan

Informatika Kota Batam

dalam rangka oleh Dinas
penyelenggaraan
SPBE

29 | Sub Kegiatan Jumlah Perangkat | Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah
Penyelenggaraan Daerah di pemerintah | Kab/Kota yang terhubung Jaringan Intra
Jaringan Intra Kab/Kota yang | Pemerintah Kota Batam
Pemerintah Daerah terhubung Jaringan

Kab/Kota

Intra Pemerintah Daerah

Kab/Kota

30

Sub Kegiatan
Pembangunan
dan/atau
Pengembangan
Aplikasi Khusus yang
sesuai dengan
arsitektur dan peta
rencana SPBE

Pemerintah Daerah

Jumlah Aplikasi Khusus
yang dibangun dan/atau

dikembangkan sesuai
arsitektur dan  peta
rencana SPBE

Pemerintah Daerah

Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun

dan/atau dikembangkan sesuai
arsitektur dan peta rencana SPBE di

Pemerintah Kota Batam

31

Sub Kegiatan

Jumlah Aplikasi SPBE

Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung

Penyelenggaraan yang terhubung dengan | dengan Sistem Penghubung Layanan
Sistem Penghubung Sistem Penghubung | Pemerintah Kota Batam
Layanan Pemerintah Layanan Pemerintah
Daerah Daerah

32 | Sub Kegiatan Jumlah dokumen | Jumlah dokumen arsitektur SPBE
Koordinasi arsitektur SPBE | Pemerintah Daerah yang memuat 6

penyusunan dan/atau
reviu arsitektur dan
peta rencana SPBE

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah yang
memuat 6 Domain

arsitektur dan  peta

rencana yang diusulkan

Domain arsitektur dan peta rencana yang

diusulkan

33

Sub Kegiatan
Pelaksanaan Proses

Bisnis Sesusi Standar

Jumlah statistik sektoral

yang sudah meminta

Jumlah statistik sektoral yang sudah

meminta rekomendasi dari Pembina Data
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No Sub Kegiatan Indikator Definisi Operasional
rekomendasi dari
Pembina Data

34 | Sub Kegiatan Jumlah kegiatan | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang
Penyelenggaraan statistik sektoral yang | telah dilengkapi dengan metadata
Statistik Sektoral yang | telah dilengkapi dengan
sesuai dengan Prinsip | metadata
Satu Data Indonesia

35 | Sub Kegiatan Jumlah pegawai yang | Jumlah pegawai yang mendapatkan
Peningkatan Kapasitas | mendapatkan pelatihan | pelatihan di bidang statistik
Kelembagaan Statistik | di bidang statistik
Sektoral

36 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan
Pelaksanaan Pelaksanaan Keamanan | Informasi Pemerintahan Kota Batam
Keamanan Informasi Informasi Pemerintahan | Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Pemerintahan Daerah | Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan
Berbasis Elektronik Non Elektronik
dan Non Elektronik

37 | Sub Kegiatan Jumlah perangkat | Jumlah perangkat Daerah di Pemerintah
Penyediaan Layanan Daerah yang telah | Kota Batam yang telah menggunakan
Keamanan Informasi menggunakan layanan | layanan keamanan informasi
Pemerintah Daerah keamanan informasi
Kabupaten/Kota

38 | Sub Kegiatan Jumlah perangkat | Jumlah perangkat daerah di Pemerintah

Operasionalisasi
Jaring Komunikasi
Sandi Pemerintah
Daerah

Kabupaten /Kota

daerah yang terhubung
dalam jaring komunikasi

sandi

Kota Batam yang terhubung dalam jaring

komunikasi sandi
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4.5. Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

Uraian Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah
dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program

Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan E-government di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1.

Pengelolaan Nama Domain dan Sub
Domain Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dan Pengelolaan Nama
Domain Pemerintah Desa
Penyelenggaraan pusat  kendali
Pemerintah Daerah

Penyediaan Akses Internet untuk
Perangkat Daerah dalam rangka
penyelenggaraan SPBE

Penyelenggaraan  Jaringan Intra
Pemerintah Daerah Kab/Kota

Pembangunan dan/atau
Pengembangan Aplikasi Khusus yang
sesuai dengan arsitektur dan peta
rencana SPBE Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah Daerah

Koordinasi penyusunan dan/atau
reviu arsitektur dan peta rencana
SPBE Pemerintah Daerah

No Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket
1 Program Meningkatnya Kegiatan :
Penlgeloll aan Ketersedllaan Aplikasi 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah
Aplikasi Informatika yang . .
. . . Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Informatika berfungsi dengan baik

IV-33




4.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator
Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perangkat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

Target Tahun
No Indikator Satuan Ket.
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)
1 Nilai Indeks SPBE/PEMDIGI Nilai 3,77 1 1.1 1.2 1.3 1.4
2 | Persentase layanan publik | Persentas 60 62 64 66 68 70
berbasis digital e
3 Hasil Evaluasi Pelaksanaan | Persentas 74 74 74 74 74 74
Persandian untuk e
Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kota
Batam
4 Persentase Ketersediaan Data | Persentas 40 50 60 70 80 100
Statistik Sektoral e
S | Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 91,38 | 91,41 | 91,44 | 91,47 | 91,50 | 91,54
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam (nilai
indeks)

Pemerintah Kota Batam menetapkan target capaian Indeks Pemerintah
Digital (PEMDIGI) sebagai salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan
transformasi digital daerah. Melalui penetapan target tahunan ini, arah
pembangunan SPBE atau Pemerintah Digital di Kota Batam diharapkan sejalan
dengan kebijakan nasional, khususnya Rencana Pencapaian Indeks Pemerintah

Digital tingkat nasional yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Pada tahun 2025, nilai indeks Pemerintah Digital Kota Batam yang telah
diperoleh berada pada angka 3,77. Angka ini merupakan landasan awal yang
mencerminkan kondisi eksisting sekaligus titik tolak perbaikan ke depan.
Selanjutnya, secara bertahap Pemerintah Kota Batam menargetkan
peningkatan nilai indeks setiap tahunnya dengan pendekatan incremental
improvement. (perbaikan dilakukan secara bertahap. Peningkatan nilai tersebut
diarahkan pada perbaikan aspek-aspek utama dalam SPBE, yaitu tata kelola,

kebijakan, manajemen data, aplikasi layanan digital, infrastruktur TIK, serta
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peningkatan kapasitas SDM digital. Dengan strategi ini, diharapkan tren

capaian indeks mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap indeks SPBE
menjadi Indek Pemdi maka Pada periode 2026-2030, Pemerintah Kota Batam
mulai menata ulang target yang semulanya mengacu pada indicator yang ada
pada SPBE sekarang yang menjadi acuan adalah indicator Pemdi dengan format
evaluasi yang sangat berbeda sehingga target yang ditetapkan dimulai dari
angka terendah yaitu nilai 1 (satu) dimana target Nasional sendiri sebagai mana
yang disampaikan oleh Kementrin PAN RB untuk tahun 2029 adalah 2 (dua).
Dengan demikian, roadmap capaian indeks digital di Kota Batam tidak hanya
mengacu pada kebutuhan daerah, tetapi juga mendukung pencapaian visi
nasional “Pemerintah Digital Indonesia” yang berdaulat, inklusif, dan berdaya

saing global

4.7. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-

2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci PD

Target tahun

Indikator

Satuan

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ket.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

Persentase Perangkat Daerah
(PD) dan atau unit pelaksana
teknis daerah yang terhubung
dengan akses internet yang
disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase

66%

67%

71%

78%

84%

100%

Persentase Perangkat Daerah
(PD) di Tingkat Kabupaten/Kota
yang terhubung dengan
Jaringan Intra pemerintah
Daerah

Persentase

66%

67%

71%

77%

84%

100%

Persentase Perangkat Daerah
(OPD) yang memanfaatkan
Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah (SPLD)

Persentase

6%

7%

8%

9%

10%

11%

Indeks Pembangunan Statistik
(IPS)

Persentase

N/A

2,4

2,4

2,5

2,5

2,6

Tingkat kesiapan pengamanan
informasi pemerintahan daerah

Persentase

32,90

42,70

52,61

62,75

72,98

83,33
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029. Penyusunan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan
penyusunan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025-2029 telah selaras
dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam ini digunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam dalam menyusun program, kegiatan, dan sub
kegiatan untuk mendukung pembangunan daerah;

2. Pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam yang digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan RKA APBD;

3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan
lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan
fungsi perangkat daerah;

4. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;



Apabila dikemudian hari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam Tahun 2025-2029 ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan
baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM
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